SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 257 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, bahwa selain pejabat penyidik,
dapat ditunjuk penyidik pegawai negeri sipil yang diberi
tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran
atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas penegakan
peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta kode
etik penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya untuk mendukung mewujudkan
tujuan pembangunan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022
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Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5362);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan
Pembinaan Teknis terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik
Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan
Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5298);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009
tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



Menetapkan

Bl

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor
5 Tahun 2016 tentang Tata cara Pengangkatan, Pelantikan
dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi,
Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali Pejabat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal
Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);

11. Peraturan Menteri Dalam Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 166);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYIDIK PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

L.
2,

Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom Provinsi Kalimantan Utara.
Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur
dan Dewan  Perwakilan Rakyat Daerah  dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya
disingkat POLRI adalah Kepolisian Negara Republik
Indonesia beserta jajarannya.

Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi
wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan
penyidikan.

Penyidik POLRI adalah Penyidik di lingkungan POLRI beserta
jajarannya.
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Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas
melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan
Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal
dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna
menemukan tersangkanya.

Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam
hukuman sebagai Tindak Pidana atau pelanggaran hukum
baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan
perundang-undangan lainnya.

Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah
Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan
bersama Gubernur.

Administrasi Penyidikan adalah kegiatan penatausahaan
Penyidikan untuk menjamin ketertiban, keseragaman dan
kelancaran Penyidikan.

Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol
PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk
menegakkan Perda dan peraturan kepala Daerah,
menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta
menyelenggarakan pelindungan masyarakat.

Sekretariat PPNS adalah wadah koordinasi, fasilitasi,
administrasi, operasional, monitoring, dan evaluasi
pelaksanaan tugas PPNS Provinsi Kalimantan Utara.
Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai
aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Kode Etik Profesi PPNS adalah norma yang digunakan
sebagai pedoman yang harus ditaati oleh PPNS dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur penyidikan,
ketentuan peraturan perundangundangan dan Peraturan
Daerah tentang PPNS dengan menjunjung tinggi hak asasi
manusia.
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Pasal 2
Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai
pedoman bagi PPNS dalam melaksanakan tugas dan
kewenangannya.

Pasal 3
Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk
mewujudkan pelaksanaan penyidikan yang bersinergi dan
profesional antara PPNS dengan Penyidik POLRI, dengan
mengedepankan PPNS dalam menangani kasus Tindak Pidana di
lingkup tugas dan wewenangnya.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 4

(1) PPNS berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Kepala Satpol PP.

(2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di:
a. Satpol PP; dan/atau
b. Perangkat Daerah lainnya.

(3) Untuk mewadahi keberadaan PPNS sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) perlu dibentuk Sekretariat PPNS yang
berkedudukan di Satpol PP.

(4) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

(5) Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
mempunyai tugas:

a. melakukan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi
pada kegiatan Penyidikan, operasional Penyidikan
penegakan Perda dan Undang-Undang;

b. melakukan pendataan PPNS;

c. menyusun pedoman operasional penyidikan, teknis
Penyidikan dan Administrasi Penyidikan bagi PPNS;

d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur dalam
menyusun Perda terkait dengan Penyidikan Tindak Pidana
pelanggaran Perda dan Undang-Undang;
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memberikan rekomendasi kepada Gubernur terkait
kebutuhan PPNS di Daerah berdasarkan luas Daerah,
tingkat kerawanan, dan kepadatan penduduk di Daerah;
melakukan koordinasi dengan instansi penegak hukum
lainnya;

memfasilitasi administrasi PPNS;

menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara
berkala kepada Gubernur dalam waktu 6 (enam) bulan
sekali.

(6) Sekretariat PPNS berwenang:

a.

b.

memberikan bantuan dan dukungan pelaksanaan tugas
Penyidikan;

melakukan pembinaan profesi, mental, dan kepribadian
PPNS;

melakukan pengawasan pelaksanaan tugas PPNS; dan
memberikan saran, masukan, usul, serta tanggapan
kepada Gubernur terkait dengan pemberdayaan dan
pembinaan PPNS.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang

Pasal 5

(1) PPNS bertugas untuk melakukan Penyidikan terhadap
pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bentuk
kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan
penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1)

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 ayat (2) PPNS berwenang:

a.

b.

menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang
adanya Tindak Pidana;

melakukan tindakan pertama pada saat di tempat
kejadian;

menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa
tanda pengenal diri tersangka;

melakukan penggeledahan dan penyitaan;
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e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi,

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam
hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

i. mengadakan penghentian Penyidikan; dan

j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang
bertanggung jawab.

s}

(2) PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau

penahanan kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

PPNS memiliki hak sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana
diatur dalam  peraturan perundang-undangan tentang
kepegawaian.

Pasal 8

PPNS mempunyai kewajiban:

a.

b.

menerima laporan pengaduan dan melakukan Penyidikan
mengenai terjadinya pelanggaran Perda;

menyerahkan hasil Penyidikan kepada penuntut umum melalui
Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama;

. membuat berita acara dalam hal melakukan tindakan:

1. pemeriksaan tersangka;

2. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
3. penyitaan barang;

4. pemeriksaan saksi; dan

5. pemeriksaan tempat kejadian.

. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui

Sekretariat PPNS; dan

. bersikap dan berperilaku sesuai dengan kode etik PPNS.
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BAB IV
MUTASI, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN, DAN
PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu
Mutasi

Pasal 9

(1) Mutasi pejabat PPNS dapat dilakukan dalam hal terjadi:

a. perubahan struktur organisasi Perangkat Daerah;

b. mutasi pejabat PPNS dari satu instansi ke instansi yang
lain;

c. mutasi pejabat PPNS dari satu unit ke unit lain dalam
lingkungan Pemerintah Daerah yang dasar hukum
kewenangannya berbeda; atau

d. mutasi jabatan atau wilayah kerja pejabat PPNS yang dasar
hukum kewenangannya sama.

(2) Gubernur dapat melakukan mutasi pejabat PPNS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu
paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sebagai
pejabat PPNS.

(3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
berlaku terhadap pejabat PPNS yang dipromosikan.

Bagian Kedua
Pengangkatan

Pasal 10
(1) Untuk dapat diangkat menjadi PPNS harus memenuhi

persyaratan sebagai berikut:

a. masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil paling singkat 2
(dua) tahun;

b. berpangkat paling rendah Penata Muda/Golongan Ill/a;

c. berpendidikan paling rendah sarjana di bidang hukum atau
sarjana lain yang setara;

d. bertugas di bidang teknis operasional penegakan hukum
paling singkat 1 (satu) tahun;

e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat
keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah,;
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f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam daftar
nilai pelaksanaan pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bernilai
baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan

g. mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan PPNS.

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf g diselenggarakan oleh lembaga Pendidikan POLRI.

Bagian Ketiga
Pemberhentian

Pasal 11

PPNS diberhentikan dari jabatannya karena:
a. diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
b. tidak lagi bertugas di bidang teknis operasional penegakan

hukum; atau
c. atas permintaan sendiri secara tertulis.
Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diusulkan oleh Gubernur melalui Sekretariat PPNS
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Usulan pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) harus disertai alasan dan bukti pendukung serta
melampirkan dokumen:
a. fotokopi keputusan tentang pengangkatan PPNS;
b. fotokopi keputusan tentang pangkat/golongan terakhir;dan
c. kartu tanda pengenal PPNS.

Bagian Keempat
Pengangkatan Kembali

Pasal 12
Pengangkatan kembali pejabat PPNS dilakukan dalam hal
terjadi:
a. mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9; atau
b. penugasan kembali pejabat PPNS yang diberhentikan
karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1) huruf b.
Usulan pengangkatan kembali pejabat PPNS sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Gubernur kepada
Menteri Dalam Negeri.
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(3) Pengajuan usulan pengangkatan kembali pejabat PPNS
karena alasan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dengan melampirkan secara elektronik dokumen:

a.

o oo g

L

keputusan pengangkatan/mutasi pejabat PPNS;

. keputusan mutasi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan;

keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;

. sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;

daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 1 (satu) tahun terakhir;
kartu tanda pengenal PPNS; dan

. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah

dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sentimeter dalam
bentuk dokumen elektronik.

(4) Pengajuan usulan pengangkatan kembali pejabat PPNS
karena alasan penugasan kembali sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b dengan melampirkan secara elektronik
dokumen:

a.

b.
¢
d.

petikan keputusan mengenai pemberhentian pejabat PPNS;
keputusan kenaikan pangkat dan jabatan terakhir;
sasaran kinerja pegawai 1 (satu) tahun terakhir;

daftar penilaian perilaku atau daftar penilaian pelaksanaan
pekerjaan Pegawai Negeri Sipil 1 (satu) tahun terakhir; dan

. pas foto terbaru berwarna dengan latar belakang merah

dengan ukuran 3 x 4 (tiga kali empat) sentimeter dalam
bentuk dokumen elektronik.

BAB V
PELAKSANAAN TUGAS

Bagian Kesatu

Pelantikan Dan Pengucapan Sumpah Atau Pernyataan Janji

Pasal 13

(1) Sebelum menjalankan jabatannya, calon pejabat PPNS wajib
dilantik dan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji
menurut agamanya.

(2) Pelantikan dan pengambilan sumpah atau janji Pejabat PPNS
dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum
dan Hak Asasi Manusia yang menaungi wilayah Daerah atas
nama Menteri yang dilaksanakan di Kantor Wilayah
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Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau tempat lain

yang telah ditetapkan.

Tata cara sumpah/janji dan pelantikan PPNS terdiri atas:

a. pembacaan keputusan tentang pengangkatan sebagai
PPNS;

b. pengucapan sumpah atau janji;

c. pelantikan; dan

d. penandatanganan berita acara sumpah atau janji dan
pelantikan.

Bagian Kedua

Pakaian Dinas dan Atribut Penyidik Pegawai Negeri Sipil

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 14
PPNS dalam melaksanakan kewajiban tugas dan fungsi
menggunakan pakaian dinas dan atribut PPNS.
Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi
sebagai identitas, keseragaman dan estetika.
Jenis Pakaian Dinas PPNS terdiri atas:

a. pakaian dinas PPNS pria; dan
b. pakaian dinas PPNS wanita.

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan
spesifikasi:

a. warna: kemeja putih dan celana panjang/rok hitam; dan
b. jenis bahan: driil atau 100% cotton.

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri
atas:

a. pakaian dinas PPNS pria meliputi:

1. kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup
kanan kiri atas, baju dikeluarkan, celana panjang hitam
dan sepatu hitam; dan

2. kemeja putih lengan panjang, berdasi merah, celana
panjang hitam dan sepatu hitam.

b. pakaian dinas PPNS wanita meliputi:

1. kemeja putih lengan pendek, bersaku dua dengan tutup
kanan Kkiri atas, baju dikeluarkan, celana panjang hitam,
sepatu hitam;

2. kemeja putih lengan panjang, berdasi merah, celana
panjang hitam, sepatu hitam; dan

3. pakaian dinas PPNS khusus bagi wanita berjilbab dan
hamil menyesuaikan.
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Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (S) huruf a
angka 1 dan huruf b angka 1, digunakan untuk kegiatan pada
saat pemeriksaan.

Pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a
angka 2 dan huruf b angka 2, digunakan untuk kegiatan pada
saat persidangan dan acara resmi.

Pasal 15

Atribut pakaian dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (5) huruf a angka 1, huruf b angka 1 dan huruf
c angka 1, meliputi papan nama, lencana kewenangan PPNS,
tulisan dan badge Pemerintah Daerah dan lambang instansi.

Atribut Pakaian Dinas PPNS sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (5) huruf a angka 2, huruf b angka 2 dan huruf
¢ angka 2, meliputi papan nama dan lencana kewenangan
PPNS sebagaimana tercantum dalam Lampiran Il yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Gubernur ini.

Bagian Ketiga
Perencanaan Pelaksanaan Tugas

Pasal 16

PPNS dalam melaksanakan tugas harus membuat

perencanaan Penyidikan.

Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. menindaklanjuti laporan dan pengaduan mengenai
terjadinya pelanggaran Perda;

b. memberitahukan kepada penuntut umum melalui
Koordinator Pengawas (Korwas) PPNS tentang dimulainya
Penyidikan;

c. mempersiapkan  surat perintah  Penyidikan yang
ditandatangani oleh Kepala Satpol PP yang memiliki
kewenangan sebagai PPNS;

d. berkoordinasi dengan pihak Penyidik POLRI; dan

e. mempersiapkan Administrasi Penyidikan sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pengorganisasian Penyidikan dilaksanakan oleh PPNS pada

saat melakukan koordinasi terkait materi Penyidikan.
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Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat
dilakukan dengan Satpol PP maupun Penyidik POLRI.
Apabila Kepala Satpol PP berhalangan atau tidak dapat
menandatangani surat perintah Penyidikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf ¢, penandatanganan dilakukan
oleh atasan PPNS yang memiliki kewenangan PPNS dan
dilakukan atas nama Kepala Satpol PP.

Dalam hal Kepala Satpol PP belum memiliki kewenangan
sebagai PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
surat perintah Penyidikan ditandatangani oleh pejabat satu
tingkat dibawah Kepala Satpol PP yang memiliki kewenangan
PPNS dan diketahui oleh Kepala Satpol PP.

Bagian Keempat
Penyidikan

Pasal 17
Bentuk kegiatan dalam proses Penyidikan oleh PPNS,
meliputi:

bantuan hukum;

penyelesaian berkas perkara;

pelimpahan perkara;

penghentian Penyidikan;

1. Administrasi Penyidikan; dan

m. pelimpahan Penyidikan

Urutan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disesuaikan dengan situasi kasus yang sedang dilakukan
Penyidikan.

Proses Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan ketentuan tidak boleh dilimpahkan
kepada petugas lain yang bukan penyidik dan pejabat PPNS
lainnya yang tidak tercantum dalam surat perintah
Penyidikan.

a. pemberitahuan dimulainya Penyidikan;
b. pemanggilan;

c. penangkapan;
d. penahanan;

e. penggeledahan;
f. penyitaan;

g. pemeriksaan;
h.

i.

]

k.



(4)

(5)

(6)

(1)

(3)
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seluruh kegiatan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Satpol
5

PPNS dan Penyidik POLRI memantau proses hukum
selanjutnya sampai vonis yang ditetapkan

Ketentuan lebih lanjut sebagaimana yang disebutkan pada
ayat (1) terkait bentuk-bentuk kegiatan dalam proses
Penyidikan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18
Administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (1) huruf 1, dilakukan terhadap acara pemeriksaan
cepat dan acara pemeriksaan singkat.
Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) merupakan Tindak Pidana ringan yang perkaranya
diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan dan
atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah).
Administrasi  Penyidikan acara  pemeriksaan  cepat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
a. laporan kejadian;
surat perintah tugas;
surat perintah Penyidikan;
surat panggilan;
berita acara pemeriksaan pelanggaran Perda peraturan
daerah;
berita acara pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
g. surat perintah membawa tersangka/saksi;
h. surat permintaan bantuan kepada POLRI untuk
membawa tersangka /saksi;
i. surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan
kepada ketua pengadilan negeri;
j.  surat laporan untuk persetujuan penggeledahan kepada
pengadilan;
k. surat perintah penggeledahan;
berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat
tertutup lainnya;
m. surat permintaan bantuan penggeledahan;
surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada
ketua pengadilan negeri;

L= 2 =

o ]
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laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan
kepada ketua pengadilan negeri;

surat perintah penyitaan;

berita acara penyitaan;

surat tanda penerimaan;

surat permintaan bantuan penyitaan,;

surat perintah penyegelan dan atau pembungkusan
barang bukti;

berita acara penyegelan dan atau pembungkusan
barang bukti;

surat perintah pengembalian benda sitaan;

berita acara pengembalian barang bukti;

surat perintah penghentian Penyidikan,;

surat ketetapan penghentian Penyidikan;

surat pemberitahuan penghentian Penyidikan;
surat pengiriman berkas perkara;

. tanda terima berkas perkara;

surat pelimpahan Penyidikan;

. berita acara pelimpahan Penyidikan;

daftar barang bukti;
berita acara penolakan tanda tangan;
surat panggilan mengikuti sidang;

. surat tanda penerimaan laporan;

daftar isi berkas perkara;
daftar saksi;

. daftar tersangka;

surat permintaan bantuan penyelidikan;

. surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi;

surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium,;
surat permintaan bantuan penangkapan;

format buku register;

label barang bukti; dan/atau

cap/stempel lak.

Administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), digunakan oleh PPNS sesuai dengan kebutuhan.

Format Administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3), tercantum dalam Lampiran | yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 19

Acara pemeriksaan singkat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 18 ayat (1), merupakan pelanggaran yang tidak
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termasuk acara pemeriksaan cepat dan memuat ancaman
pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda
paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Administrasi Penyidikan acara pemeriksaan singkat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Penyidik POLRI Selaku Koordinasi dan
Pengawasan Penyidikan

Pasal 20
(1) Koordinasi dan Pengawasan Penyidikan oleh Penyidik POLRI
sebagaimana dilakukan dengan kerja sama antara Penyidik
POLRI dengan PPNS dalam rangka pelaksanaan pengawasan
Penyidikan Tindak Pidana.
(2) Pelaksanaan pengawasan Penyidikan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diimplementasikan dalam bentuk bantuan
Penyidikan yang meliputi:
a.bantuan taktis, berupa personil maupun peralatan
Penyidikan,;

b. bantuan teknis Penyidikan,;

c.bantuan pemeriksaan ahli dalarn rangka pembuktian
secara ilmiah; dan

d.bantuan upaya paksa, berupa pemanggilan, penangkapan,
penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.

(3) Untuk keperluan pendataan penanganan kasus pada pusat
informasi kriminal nasional, PPNS berkewajiban melaporkan
hasil Penyidikannya kepada Penyidik POLRI.

BAB VI
KODE ETIK PPNS

Bagian Kesatu
Pelaksanaan Tugas Kode Etik PPNS

Pasal 21
(1) Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS wajib mentaati
peraturan perundang-undangan dengan penuh pengabdian,
kesadaran dan tanggung jawab, dengan berdasarkan prinsip:



(2)

(4)

d.
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. integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh

unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab:

. kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian,

pengalaman, dan keterampilan yang diperlukan dalam
melaksanakan tugasnya;

. objektifitas yaitu menjunjung tinggi ketidakberpihakan

dalam melaksanakan tugasnya; dan
independensi, yaitu tidak terpengaruh adanya tekanan atau
kepentingan pihak manapun.

Pejabat PPNS dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib bersikap dan berperilaku sesuai
dengan Kode Etik PPNS.

Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a.

A S

=n

mengutamakan kepentingan negara, bangsa, Daerah dan
masyarakat daripada kepentingan pribadi atau golongan;
menjunjung tinggi hak asasi manusia;

mendahulukan kewajiban daripada hak;

memperlakukan semua orang sama dimuka hukum;
bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam
melaksanakan tugas

menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah
adalah salah;

tidak mempublikasikan nama terang tersangka dan saksi;
tidak mempublikasikan tata cara, taktik dan teknik
Penyidikan;

mengamankan dan memelihara barang bukti yang berada
dalam penguasaannya karena terkait dengan penyelesaian
perkara,;

menjunjung tinggi hukum, norma yang hidup dan berlaku
di masyarakat, norma agama, kesopanan, kesusilaan dan
HAM;

senantiasa memegang teguh rahasia jabatan atau
menurut perintah kedinasan harus dirahasiakan;
menghormati dan bekerjasama dengan sesama pejabat
terkait dalam sistem peradilan pidana; dan

. dengan sikap ikhlas dan ramah menjawab pertanyaan

tentang perkembangan penanganan perkara yang
ditanganinya kepada semua pihak yang terkait dengan
perkara pidana yang dimaksud, sehingga diperoleh
kejelasan tentang penyelesaian.

PPNS di Daerah dalam melaksanakan tugasnya melanggar
Kode Etik PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan



(1)

(2)

(1)

3)
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perundang-undangan setelah mempertimbangkan
rekomendasi tim kehormatan Kode Etik.

Bagian Kedua
Tata Kerja

Pasal 22

Hubungan PPNS di Daerah dengan Pejabat PPNS instansi

lainnya dalam pelaksanaan tugasnya:

a. mampu bekerjasama dan berkoordinasi dengan PPNS
daerah lainnya dan instansi terkait:

b. menumbuhkan dan memelihara rasa kebersamaan:

c. saling mengingatkan, membimbing, dan mengoreksi
perilaku, dan

d. menaati dan menjalankan perintah atasan.

Hubungan PPNS dengan pihak yang diperiksa wajib:

a. menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah;

b. menjunjung tinggi hak asasi manusia; dan

c. bersikap independen dalam melaksanakan Penyidikan.

Bagian Ketiga
Penegakan Kode Etik PPNS

Pasal 23
Dalam rangka penegakan Kode Etik PPNS sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dibentuk tim kehormatan
Kode Etik.
Tim kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berjumlah 3 (tiga) atau 5 (lima) orang yang terdiri atas:
a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota,
b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
c. 1 (satu) atau 3 (tiga) orang anggota.
Tim kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) mempunyai tugas dan wewenang:
a. memantau pelaksanaan tugas PPNS;
b. memeriksa pelanggaran PPNS;
c. menetapkan ada tidaknya pelanggaran Kode Etik PPNS; dan
d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur.
Tim kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
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Bagian Keempat
Pengaduan

Pasal 24

(1) Pengaduan atas pelanggaran/penyimpangan yang dilakukan
oleh PPNS terhadap Kode Etik PPNS disampaikan secara
langsung kepada tim kehormatan Kode Etik.

(2) Pengaduan yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus didukung dengan data dan alat bukti yang
dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) harus mencantumkan identitas pengadu yang jelas dan
lengkap.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 25
(1) Gubernur melaksanakan Pembinaan PPNS.
(2) Pembinaan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan di Daerah dan Kabupaten/Kota.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),
dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan,
atau penelitian dan pengembangan.

Pasal 26
(1) Gubernur dan Koordinator Pengawas PPNS melakukan
pengawasan terhadap PPNS.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan:
a. pelaksanaan gelar perkara;
b. pemantauan proses Penyidikan dan penyerahan berkas
perkara;
c. pendataan penanganan perkara oleh PPNS; dan/atau
d. analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas Penyidikan secara
berkala.
(3) Pengawasan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilimpahkan kepada Kepala Satpol PP.
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Pasal 27

(1) Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Penyidikan oleh
PPNS dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja
Daerah.

(2) Khusus biaya dalam pelaksanaan koordinasi dan pengawasan
Penyidikan oleh Penyidik POLRI terhadap PPNS berupa
bantuan Penyidikan, pembebanan biayanya dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Biaya pelaksanaan tugas Sekretariat PPNS dibebankan
kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28
Kepada PPNS disamping memperoleh haknya sebagai Pegawai
Negeri Sipil, dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan
Daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



WL =
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor

pada tanggal 1 Maret 2024

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd
ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 1 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

ttd

SURIANSYAH
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

MUHAMMAD GOZALI S.E., M.H
NIP 197001032001121003
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SALINAN

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH

FORMAT ADMINISTRASI PENYIDIKAN

1. FORMAT LAPORAN KEJADIAN (BLANGKO

MODEL A)

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

LAPORAN KEJADIAN
Nomar LK. ..o memmsmsss
PELAPOR
L:Nama. =0 B assssssiserstsmtes it s s e S S e S e S e S SR
2. TempatftangEal Jabr & = 0 oo somisssss s sss e sie s ie st s i i iaes sr ss s dii s s S SR S s e e s
3. Umur/Jenis Kelamin = © i Tahun, Laki-laki/Perempuan
A AgaAMA 3 ==z § semscessnsssiniannsEusnversniteassueinsirirsevsses e nras s e s R SRR e R
O KEWETERNCEEATARATI 3= =0 00 weuvrsesis s sesuai s seiemh ey e s sl M s st s s iie e s tausamsse s Sy see se i
6. PEREEJRATL. = 00000 st s e o i e o ek s e G i S A
QA0S 2. ¥ F= 5 o o E- O SPS
B:TEIH/HE B el e e S e e e N e S A S S R SR B
PERISTIWA YANG DILAPORKAN
1. Waktu Kejadian Hari ......... , tanggal ....... bulan ........ tahun 20 .....
Pukul ............ WITA
2: Tempat Kejadiall, = === z 0 coisacesssmsissssmies asoseisesseiesssesssssvestsossess s sesiass e smel saie@aved e v
J-ApaNangTeraldi 3z === 02 i-secsiiisssssicsisadiniisiiiiie i i s i s s SRR S e s
melanggar Pasal ..... Peraturan Daerah ...cc.coccaues
Nomor ..... Tahun == tentang . .aviiasasiseisies
4. Pelaku /Tersangka NEFNEA . . ocoinsvieimi s sisssississsisrsosmas ,Tempat /tanggal
lahir ... iieeennn Jenis Kelamin.............,
AFRINA. ccesssvisseusssaasssnse , Kewarganegaraan ............... §
PeKCLIBBEE oo imsssmamenpa , Alamat tempat tinggal ...
.............................................. Telp/HP ......:
S.:ModugOperatnidi @@= 2 ssesassssssasanaausissssesinsisrisiitssis e dieiiissvisnsssiaiedss
6. Saksi-Saksi 1.
. RN U
T.BarangBulkti === B oo eieiisiiiivse s e svens s e e s e e
URATIAN SINGRAL KEAFATIIAING o s a s s s a6 5 d i s e s s s e s 59
TINDAKAN YANG DIAMBIL: ;o aumeissest vt besssist e ss sissessd s ssnesstosissapvesisvive
Demikian laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan
ditandatangani di ...ccceacsssissnsas pada tanggal ......... bulan ........ 1 L o R
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Pelapor,

Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penyidik Pegawai Negeri Sipil
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2. FORMAT LAPORAN KEJADIAN (BLANGKO MODEL B)

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

LAPORAN KEJADIAN
Nomor LK : ...
PELAPOR
1. Nama A SN = A S et~ B, W e ol W ey S R o G oo P
2. Tempat/tanggal lahir D et L e T e T S SR U R S SR
3. Umur/Jenis Kelamin Y s e R S Tahun, Laki-laki/Perempuan
4. Agama Y
5. Kewarganegaraan I s ST S e T i s e e s R e e
6. Pekerjaan S e SR S R R R L R R S S R S S S A S S R S
7. Alamat B0 55 S e e e R S
8. Telp/HP = = F iiisistiesimderseeta i Re e B S e S T e e S S R e
PERISTIWA YANG DILAPORKAN
1. Waktu Kejadian : Hari ......... , tanggal ....... bulan .......... tahun 20 ...
246 050 b | —— WIB
2. Tempat Kejadian S e A S N S R R R S R R e
3. Apa Yang Terjadi B e R B A A S T et SR i i S S S rmimn
melanggar Pasal ..... Peraturan Daerah .......ccceesmmin
Nomor ..... Tahun ....... LENTANE «oiiiiiiiiiiiiaiiennaanns
4. Pelaku /Tersangka T NAMA . e , Tempat/tanggal
BATIEAR oo st ismraivi i i e care Jenis Kelamin.....,
APATND vemsarnnun s , Kewarganegaraan ............... 5
PEKETJABTN «covsvuivivimvssanss , Alamat tempat tinggal .....
......................................... TEID/HP ecavnrsivsinn
5. Modus Operandi T Tl R

6. Saksi-Saksi
7. Barang Bukti Y A T e R R S T S S R

URAIAN SINGEKAT KEJADIAN:

Demikian laporan kejadian ini dibuat dengan sebenarnya, kemudian ditutup dan
ditandatangani di ...............ooall pada tanggal ......... balan s:oseaes tahun ......

Mengetahui : Pelapor,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
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3. FORMAT SURAT PERINTAH TUGAS

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH TUGAS
NOMOE?  coovvovomasmnssrrssses

Pertimbangan : bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas ...................
perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar $ 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHAP;

2. Pasal o Peraturan Daeéral ...:..cieccasicivmiesvascasiveis

Nomiof ... Tahun . TEALARE .o svispiaissi s
B sean s e 5 8 e e e S R & e e A e e R = R m e e

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama I emssmereEs m e e S S R R e s Ve S R T
Pangkat/NIP e R 6 R R e e
Jabatan B e S T B AR SR
2. Nama Y R R S S R e e e S R R
Pangkat/NIP e R e S S R R S S R S ST
Jabatan D1 e e B e S S i e O
3. Nama I P T P S 3 fCr o
Pangkat/NIP F e e S s e e SR I T e D R e R SRS e
Jabatan B e R R W A A AR S N
Untuk : 1. Untuk melaksanakan tUgAS .ccccceiceciiemcicnsrorecnsossicnnansisscascsnss
2. Surat Perintah ini berlaku mulai tanggal .........ccooiiiiiiiiiiiiiiiiin.

sampai dengan selesai.
3. Melaksanakan perintah ini dengan rasa tanggungjawab dan
melaporkan hasilnya.

Selesai.

Yang Menerima Perintah :

1. Nama / NIP

2. Nama / NIP
3. Nama / NIP

Dikeluarkan di  :  ciccassiasesawasiis b
pada tanggal S R R

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
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4. FORMAT SURAT PERINTAH PENYIDIKAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENYIDIKAN
NOMOT S coussssusssvumisoriisssiiss

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana di bidang

........................... , perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.
Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 107 KUHAP;
2. Pasal ....... Peraturan Daerah .....cccecvuiiiienininiciacaniann..
Nomor .... Tahun ...... LE=35 R #2§ o ¥ -
3. Laporan kejadian Nomor ............. tainggal oovossmsniiisiis
DIPERINTAHKAN
Kepada $ L.Nama === £ sosasaemirmsvasiesssssesmessssiisissessssiesn s sasvismes
PatipRatINIP  ©  ccoraunsessmiseeesos e ssons sws e e 6o s sesss sy sanvs
JABATHIL. = 0 scccermescmes s smemsimne s e siee e s s een dn a5
2. Nam@aA = = = I cieteecceccsssssssssssssassesssassssscsccscatantancancasssaacnns
Pangkat/NIP I  coccossmsivassvensissssivinissssmsrimeiiosississ saemuisiass
JADBLETL. =0 0 cosascisneesisswessesesis s sesiessiymet s s i e e s e s
3. NAIMA = 2 ceecrsesssenscssscssscssosssrssesencsnasmanssssssssaiarissssins
Pangkat/NIP  :©  iciiicciiceicmaiarsassssansonsiosiesiossesosssasssassnnssnoss
JabatArnl =001 siccecssssssisiisssscasensessstssite st tssasssnasssnsnaanrenres
Untuk : 1. Untuk melakukan penyidikan tindak pidana di

Selesai.

bidang............ sebagaimana dimaksud dalam Pasal .... Peraturan
Daerah........ Nomor ... Tahun .... tentang
Membuat rencana pelaksanaan penyidikan.
Melaporkan setiap perkembangan pelaksanaan penyidikan
tindak pidana pada kesempatan pertama kepada ...............

Surat Perintah  Penyidikan ini  berlaku sejak  tanggal
dikeluarkan.

Dikeluarkan di & casavesaoissssevssssssvassss
pada tanggal B i e SR T R

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku
Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Yang Menerima Perintah :

1. Nama / NIP
2. Nama / NIP
3. Nama / NIP
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5. FORMAT SURAT PANGGILAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PANGGILAN
NOOT & covimmmsssisnmanssssess

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan

tindak pidana di bidang................ , perlu memanggil seseorang untuk
didengar keterangannya.
Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf g, pasal 11, Pasal 112 ayat (1) dan ayat (2)dan
Pasal 113 KUHAP;
2. Pasal ...... Peraturan Daerah Nomor ...... Tahun ..... tentang
3. Laporan kejadian Nomor ......... tanggal ...
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor ....... tapiggal <caoiiiaisiiss
MEMANGGIL
Nama :
Tempet/tariggal Ialir § socoscsenumessssssssierms syt sasams
Jenis Kelamin B a1 5 o
Agama T emesmmresmsssmessesmssesamessme e e s an
Pekerjaan B i T T
AMAEHAEEAL 3= 7 st e i e e e
Untuk : Menghadap kepada .......ccccvivvuennnn selaku PPNS, di Kantor SatuanPolisi
Pamong Prajé oooomesssmsssussray ey tanggal ...... bulan ....... tahun
....... pukul ....... untuk didengar keterangan sebagai saksi/tersangka
dalam perkara tindak pidana .............o.... sebagaimana dimaksud dalam
Pasal......Peraturan Daerah Nomor..... Tahun sespeesss Tentang
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
NIP NIP
Tembusan:
1. Kapoltesta ...ooammsesais (hijau)
2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (kuning)
3. Arsip (merah)
Pada hariini ................ tanggal ...... bulan ........... tahun ....... jam............ WITA,1
(satu) lembar dari Surat Panggilan ini telah diterima oleh:
Yang Menerima, Yang Menyerahkan,

PERHATIAN:

Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut
undang-undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan pasal 216 KUHP.

CATATAN:
Berhubung pemeriksaan belum selesai, agar datang kembalipada ....................
No Hari Tanggal Pukul Tanda Tangan
Yang diperiksa Penyidik
1
Dst.
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6. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURANDAERAH

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
NOMOR: ...... /BAPPPD/....../20.......

---- PADA HARI INI ........ TANGGAL ....... BULAN ........... TAHUN ...... PUKUL: «coseics
............ : SAYA O —— PANGKAT/GOL
.......................... JABATAN SELAKU PPNS PADA KANTOR............ccc.oen..., ~ BERDASARKAN

SKEP MENTERI  HUKUM DAN HAM RI  NOMOR............. TELAH  MELAKUKAN
PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR.....TAHUN... TENTANG
........................... YANG TERJADI PADA HARI ............... TANGGAL ......... BULAN .......
TERSANGKA PASAL YANG DILANGGAR JENIS PELANGGARAN
NAMA e S —
TEMPAT BAHIR = & ceocsmsmeais Soocuraesueenys  SAesssassscusss
TOLTAMIRIIMIIR 5 mmnnsosnsemsnnnen  ecsmisiiieiiadiaingis iSiiesessireadis
AGAMA 5 e e e
PEKERJAAN © oo e e
KEBANGSAAN & ooiiiiiiicice e s
JENIS KELAMIN % cooiiiiiiicieiaee e e
PENDIDIKAN = f coiiiiiiiiiiiie e e
BEEERE Bassaacsecsss 0000 mmewseesseeemeos | sonssssscasesssnseses

SAKSI-SAKSI

NAMA 2 NAMA
TEMPAT, TANGGAL TEMPAT, TANGGAL
LAHIR LAHIR
AGAMA AGAMA
PEKERJAAN PEKERJAAN
JENIS KELAMIN ¢ oo JENIS KELAMIN
PENDIDIKAN & eoeeeeeeeeeeaeeeeseanens PENDIDIKAN
ALAMAT % e ALAMAT
TANDATANGAN 3§ .onssuonssss TANDATANGAN
SELANJUTNYA DIWAJIBKAN MENGHADAP PENGADILAN NEGERI ........cccoevvnennnnnnn.. PADA
TANGORL: onirascris BIILAN o TABXIN scsusanasussnss 5. 717 A
DIKETATAREAN BT 5 sseuvsrsimsisntiosssiisssssssissstssiiesssss s
PADA TANGGAL coooiieeieiieieaeeeaeeinaeeeaaa e e e e e aeeanaaeeans

SETELAH BERITA ACARA PEMERIKSAAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH INI SELESAI DIBUAT,
KEMUDIAN DIBACAKAN KEMBALI KEPADANYA YANG DIPERIKSA DAN YANG DIPERIKSA JUGA IKUT
MEMBACANYA SERTA MEMBENARKAN SEMUA KETERANGANNYA MAKA UNTUK MENGUATKAN,
TERSANGKA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN DI BAWAH INI.

TERSANGKA BARANG BUKTI YANG DISITA

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku
Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Lembar putih untu Pengadilan dan Tersangka
Lembar hijau untuk Kapolres

Lembar kuning untuk PPNSI

Lembar merah untuk arsip.
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PUTUSAN
NOTHOT & svosssisuiasssvris it s s snsydssumass

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
Hakim Pengadilan Negeri ..ccccicviascacsicassansss

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor ....... TahN oo aisiesiniss tentang PPNS di
Lingkungan Pemerintah Daerah yang bersangkutan:
MENGADILI
L. Metigatakati tetdalews. cosommssimasisessmessiesss seperti tersebut diatas telah terbukti
secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah/tidak bersalah melakukan
perbuatan .......... T
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ........cccevuaa.... Nomor ........ Tahun.......

tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman denda sebesar/kurungan  selama

.............................................. dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar,
diganti dengan hukum selama....hari.

3. Menetapkan Batang Bukii Deérapa ....ccsvisssissmsiisvisisisesvsssmavasivasas

4. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas ....................

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar : .....................

6. Demikian diputuskan pada hari ini ............ tanggal ...... bialafl cosesens tahun s
plehh | . ccsccssssscesesseessesae selaku Hakim, didampingi oleh

selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri/tanpa dihadiri oleh Terdakwa/KuasaHukum
Terdakwa /Wakil Terdakwa.

Panitera Pengganti Hakim
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7. FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN DI TKP

--—-Pada hari ini, ........ tanggal......... bulan ........... tahun 20........ Pukul .......
T T
————— Pangkat/Golongan .........cccccceeueeeeeo. NIP. ... ......, Jabatan selaku Penyidik
Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut diatas bersama-sama dengan : --——-—-------------
---1. Nama Ry T JADALAN s s s svsasT e
Pangkat/Golongan /NIP B sl A e e S R R S R S
---2. Nama B e A R B Jabatan,. s SRR
Pangkat/Golongan /INIP : ...ttt e e

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan : -----------------ommmmmmomoo oo oo oo oo oo

1. Laporan Kejadian Nomor : ............ ARl ...oenmesie s R R SRR R SR
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor : ............... EREEAL oussnmsmsmeT e e
Telah mendatangi dan memasuki Tempat Kejadian Perkara (TKP) berupa .....................
................................. B o e R N R T A Y i e e A e e e

Mengecek kebenaran laporan yang telah diterima.
Melakukan pengecekan keadaan lokasi dan atau barang bukti.

Melakukan kegiatan pengolahan TKP untuk mencari dan mencatat serta
mengumpulkan Barang Bukti.

Mengambil dan membawa Barang Bukti.
Meminta keterangan para Saksi dan atau Tersangka.

i NP

Pelaksanaannya telah disetujui/tidak disetujui oleh pemilik/penghuni rumah :
Nama b e R A R S 1 T
Tempat/tgl lahir T i R e R S B R SRR SR A SRR GRS R
Kewarganegaraan R i e T e e R T e R ST e i
P V-1 o s T H USSP PRI SRR
Pekerjaan S T B A i
Alamat B st R AR R i B W A 0 oleh :

Dengan disaksikan -~ -

1. Nama A R e S R S S R R S RS e e
Pekerjaan R T D T T
Alamat 8 0 L e s e A A A TS

o N s ¢ - e T T

Pekerjaan s Y41 5 e

Alamat

--- Demikianlah Berita Acara Pemeriksaan di TKP ini dibuat dengan sebenarnya ataskekuatan

sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ................ ...
pada tanggal dan bulan tersebut di atas tahun ...............--------——-——mommommmmmoo
Yang memeriksa TKP
Pemilik/penghuni rumah/bangunan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Saksi-Saksi



.30 -

8. FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA /SAKSI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH MEMBAWA TERSANGKA/SAKSI
Nomor: SPbawa/ ....... e 205

Pertimbangan : bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang
................................ untuk dilakukan pemeriksaan, perlu melakukan
tindakan hukum berupa membawa Tersangka/Saksi karena tidak memenuhi
panggilan penyidik tanpa alasan yang sah, untuk itu dipandang perlu
mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) KUHAP;
2. Surat Panggilan Nomor ............... tanggal............... :
3. Surat Panggilan Kedua Nomor ............... tanggal .......... :
DIPERINTAHKAN
Kepada : 1. Nama L T e R R e R e eI
Pangkat /NIP S esmemenAR e e e = e imieie e e A S SRS M
Jabatan 2 smvessmssanemesemes sl iR SR SRR ST e S R
2. Nama T R S BN S S SRS S A S RS
Pangkat/NIP E o N U e
Jabatan ] eecseascsssssesesscescesvessresaresanaanarsarsnssassstisieste
3. Nama A e e S S T A SRR SRR S SR
Pangkat/NIP S e R R S e S R ST
Jabatan B e e S e e e A OISR S SR i O A
Untuk : 1. Membawa Tersangka /Saksi:
Nama T smssesesasamanasen e e o R
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin B e R R TS A AR SR R
Kewarganegaraan B i R N e e
Agama 3 imsmemeseeessssasssesemsesasstaR TN s e e SRRSO
Pekerjaan D e AT R R e s T e
Alamat E e S A e e e e e A e 8 S 4

Untuk didengar keterangannya sebagai Tersangka/Saksi dalam

perkara di Bidang.....cooisaninninmrsssmresrsms wissrssiers sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ............ Peraturan Daerah ..........
..................... NOTHOTE ~vssssesuniss  LRRUIL wouvasimmsemsmeress TEITEERE

2. Setelah melaksanakan perintah ini agar segera membuat Berita
Acara membawa Tersangka/Saksi.

Selesai.
Dikeluarkan di e e A R e

pada tanggal N e A

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku
Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Yang Menerima Perintah :
l.Nama/NIP = scsasswsevanvess

2:Nama/NIP = .coscasscississsss
3. Nama/NIP = e



=37 =

9. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN KEPADA POLRI UNTUK
MEMBAWA TERSANGKA/SAKSI

KOP DAERAH

PRO JUSTISIA

Nomor L e

Klasifikasi < R

Lampiran P Rinan R G

Perihal : Permintaan Bantuan Kepada :
Membawa Saksi/Tersangka Yth. Kepala Kepolisian Resort ......
P, 5 o ORISR di—

WP:  cosssisneseiaissnssieimsosss Sos srssmisss 5 soessdasudsaiins ssiess

1. Dasar :
a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 107 ayat (1) dan Pasal 112 KUHAP ;
b. Pasal .... Peraturan Daerah ....cooinassiasesessresssssssssisasins Nomor ...... Tahun ......

L= o 4 - 5 o - T
c. Laporan Kejadian Nomor ......... tANEPEAL cooveivcvmeronrmasene

2. Sehubungan dengan perihal tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada kabahwa
telah dipanggil secara sah 2 (dua) kali berturut-turut tetapi tidakmemenuhi panggilan
penyidik tanpa alasan yang sah, terhadap Tersangka/Saksi:

Nama ¥

Tempat/Tanggal Lahir T e aen smes ki S SRR RS ST

Jenis Kelamin T
Kewarganegaraan 3 AR e s e R R e S e R e A S

Agama BL e e AT B R i B O R A I

Pekerjaan A T Pt e P

Alamat S e SRR R e

Dalam perkara tindak pidana di bidang.............. sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ...... Peraturan: Daeral) ..ot icinsmmanmern s sssisins
Nomiori.c.ssesees Tahun ........ LERNLAIE, o v onmermriciiisssinssesianasilisiavsnesveanvsne

3. Untuk kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan tindak pidana tersebut diminta
kepada Ka untuk membantu pelaksanaan tindakan hukum berupa membawa dan
menghadapkan tersangka/saksi tersebut kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi
Pamong Praja.

4. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan:
a. Surat Perintah Penyidikan;
b. Laporan Kejadian;
C. Surat Panggilan pertama; dan
d. Surat Panggilan kedua.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penyidik
Pegawai Negeri Sipil,

Tembusan:
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10. SURAT PERMINTAAN IZIN/IZIN KHUSUS PENGGELEDAHAN KEPADAPENGADILAN

NEGERI
KOP DAERAH
NOMHOE & f  coscsamsssmsesesmnsesssses
Klagifilcasi & .ooesssseersnssissasasanisssisiions
Lampirtan & & sovssssisssssimssasipissasiiivees
Perihal : Permintaan Izin/Izin Kepada :
Khusus Pengeledahan Yth. Ketua Pengadilan Negeri ......
di —

1. Dasar:

a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33 ayat (1),
Pasal 35,Pasal 36 KUHAP;

b Pasdl ... Peratdaran Daetall « o cucsusamssmsmmmsmnnsssssse s snms s Nomor ...... Tahun .......
LENLATIE ..ccoveereirecacenecateoncancnassasancecacsasanascnassssssssscsasanan

c. Laporan Kejadian Nomor ............. CERARRAL ccovesausmemavoonsmasmmi

d. Surat Perintah Penyidikan Nomor ............. EENPAL s v onvmismnmmmnemmveimevans

2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, diberitahukan bahwa untuk
kepentingan penyidikan terhadap tersangka atas nama:

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir R T R e S e R
Jenis Kelamin 5 e e et R S e i S S S e
Kewarganegaraan I emesesseesrrsssccsssseescocesssessmemssaaaaziasanannd
Agama § e e R s SRS s S S ST
Pekerjaan D s e S S G S R A R e e
Alamat D i B L R

diperlukan tindakan hukum berupa penggeledahan rumah tinggal atau tempat tempat

tertutup lainnya yang terletak di.......couimmecmmsssseansisesmmsmeransasomsnsssnnonanrane diduga sebagai
tempat/sarana untuk melakukan tindak pidana di bidang .........................
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... Peraturan Daerah .......cccccceceaeee.
Nomor ...... Tahun . 3 s 2 o § (TSRS

3. Bersama ini kami lampirkan surat-surat Administrasi sebagai pertimbangan:
d. Laporan Kejadian ; dan
b. Surat Perintah Penyidikan.

4. Guna keperluan tersebut diharapkan Ketua dapat menerbitkan Surat Izin yangdimaksud.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

ey meseseareseseeseeseas

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
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FORMAT SURAT LAPORAN UNTUK PERSETUJUAN PENGGELEDAHANKEPADA
PENGADILAN NEGERI
KOP DAERAH
Nomor = & osesssidisdsissssssssmssiensis
KIaSHikaEET &=  coanmensasmmmnsiens
Lampiran P ———
Perihal : Laporan Untuk mendapatkan Kepada :
Persetujuan Pengeledahan Yth. Ketua Pengadilan Negeri ......
di-
Dasar:
a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 34 KUHAP;
b. Pasal ... Peraturan Daerah .......coccmiiiaiaciiniicncicnnnes Nomor ...... Tahun ......
TentArE = ccccccecccsacscacvarsrrscsssesscscascsascscscerrorsvsvossasnnns
c. Laporan Kejadian Nomor ................ tanggal ......cooiiiiiiniaia...
d. Surat Perintah Penyidikan Nomor ................ tangEal coocsvaisisissrse s saEa

Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa
berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka atas nama:

Nama 2

Tempat/Tanggal Lahir R G A S e
Jenis Kelamin B S R e et
Kewarganegaraan P mmmseameemsn s gssansens Snas it as s S SR A ER AR
Agama P einassis s GRS S A R
Pekerjaan e R S B R S e e
Alamat B e e e i e i Y R R T

didapat bukti permulaan yang cukup diduga keras telah melakukan tindakpidana
.............................. di ceiiiiiiiiiiiiiiiieicieiiieaeeeen.. pada tanggal ...l
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... Peraturan Daerah ......cccceecemmevicnsnnsonsonsoses
Nomor = ...... Tahun = ........ tentang

........................................................................................................

Karena keadaan yang sangat perlu dan mendesak, telah dilakukan tindakan hukum
berupa penggeledahan terhadap rumah/halaman rumah/bangunan/ tempat lainnya yang
digunakan sebagai tempat melakukan tindak pidana.

Guna keperluan tersebut, diharapkan Ketua dapatnya menerbitkan Surat
Penetapan Persetujuan Penggeledahan dan sebagai pertimbangan dilampirkan:

a. Laporan Kejadian;

b. Surat Perintah Penyidikan;

C. Surat Perintah Penggeledahan; dan
d. Berita Acara Penggeledahan.

Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
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12. FORMAT SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana dibidang
.................................................................. oleh PPNS
diperlukan tindakan penggeledahan ... ;
maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35,

Pasal 36, Pasal 37, Pasal 107 ayat (1), Pasal 125, Pasal 126dan Pasal
127 KUHAP;

2. Pasal ........ Peraturan Daerah .......ccceviiimiinaninninnnacan.
Nomor ....... Tahun ...... FEIVERATIRE <o ssssmnrmrsrmrmmsstnnnonasnnnaannsesninnes s -

3. Laporan Kejadian Nomor ........ AL, s sasssavaas s -

4. Surat Perintah Penyidikan Nomor ........ LHIAPFPRL  sxsssvsesaens s

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama B e e e G A e A N
Pangkat/Gol/Nip B oo A B 00,0 B A RS

Jabatan B eprshrieeerAs i TR ST e e S e R

2. Nama Bl A i R i i e

Pangkat/Gol /Nip £ cumemmmesmsessssessenenenssnmssore s eERS AR

Jabatan Y e e R S e S R R R A A PR S R

Untuk : 1. Melakukan penggeledahan.......ccoceivemieierirancnsessnssnsesasarsssasesosasenas di

................................ yvang diduga sebagai tempat kejadian
perkara / persembunyian tersangka / disembunyikannya barang-
barang bukti, sehubungan dengan terjadinya tindak pidana

......................................................... vang terjadi pada
tanggal ............. di  cessnisasissTeisss e sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ............. Peraturan Daerah
.................................. Nomor ....... Tahun ........ tentang
........................... atas nama tersangka .............ooooiial

2. Penggeledahan dilaksanakan untuk kepentingan pemeriksaandan
atau penyitaan

3. Dalam waktu 2 (dua) hari setelah melaksanakan Surat
Perintah ini harus membuat Berita Acara Penggeledahan.

Selesai.

Dikeluafkan di :  ccicocsimssvmisessevssuvsses
pada tanggal R

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri
Sipil,

Tembusan :
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13. FORMAT BERITA ACARA PENGGELEDAHAN RUMAH TINGGAL/TEMPAT TERTUTUP
LAINNYA

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA
BERITA ACARA PENGGELEDAHAN

Pada hari ini ....... tanggal ....... bulan ........ talhun 20 o0 Pulcal s Wita

SBAVA  .ooccmsresesisiesisnratasss e e Pangkat / GOlORGAN ........cicsviessssvsvsessasns

NIE serssssseismsiisassamsesiss , Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut

diatas bersama-sama dengan :

1 Nama e S R e R S R R S e e e
Jabatan -< U UROLO——
Pangkat / Golongan / NIP T cemmmeemesessesserssentisine s AR e e RSB S ESE

2 Nama Y Sre R e e S e S S A R R
Jabatan B s e T I S N A WS RN SN miaiem e e
Pangkat / Golongan / NIP - PO - gt~ LS

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan : ------------—------—-—m-oooooomooone

1 Laporan Kejadian Nomor .................. tanggal ....ciiceensiiasaiavie

2 Swurat Perintah Penyidikan Nomor .................. tanggal ...t

3 Surat Penetapan Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri .................
NOmor .......... tatiggal ooy (bila pelaksanaannya berdasarkan Izin Ketua PN
terlebih dahulu).

4  Surat Perintah Penggeledahan Nomor ........... tanggal ;...

Telah melakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah tinggal/tempat tertutuplainnya /

.............................. A ciniassinemsinasivessemmmsmsssiasississnasnc. dengan / tanpa izin tersangka

/ penghiuni ramiah [ cicasessesavesessssnmonses Yise ~
Nama SR S B R e T e
Tempat / Tgl.Lahir B et A A R S S SRS G e s e R A A S
Jenis kelamin O S S - e e S DO
Kewarganegaraan D R ra e R N N Y R S e R B e
Agama e e e e e e R SR e S A e A S
Pekerjaan B e e e A R B R R B R R S A L S
Alamat - S~ TP RO o =e o e e p e S e

Dengan disaksikan oleh : T e -

1. Nama S RS RS S S RS e SRS A A S SRR B AT
Pekerjaan D e R R S S R e S S S e S S
Alamat T mmtiaimmnin oot im0 i g it R R BSOS

2. Nama S SRR SR N Y e S A S M e b
Pekerjaan B S B SR SR R S M e R S B e s e
Alamat = e -~ o o T T L

Uraian singkat jalannya penggeledahan dan hasilnya : ...

Setelah dijelaskan dan ditunjukkan Surat Perintah Penggeledahan kepada penghuni rumah /
bangunan serta yang menyaksikan / Ketua Lingkungan kemudian dilakukan Penggeledahan
bersama- sama dengan / tanpa didampingi PPNS dan selanjutnya dibuatkan Berita Acara
Penggeledahan dengan hasil / ditemukan berupa : -------
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——————— Demikianlah Berita Acara Penggeledahan ini dibuat dengan sebenarnya atas
kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ........
.......................... pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 20 .........----

Tersangka / penghuni rumah / Yang melakukan penggeledahanbangunan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
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14. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENGGELEDAHAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Nomor (e — Kepada :

KlagifikkaiSiT 1§ .coocessemsvasmenons Yth. Kepala Kepolisian Resort ............

Lampiran S enEssERRRERRSSSREOE st e e e s e S e e i

Perihal : Permintaan bantuan @i  aassesescssssisaasaa
Penggeledahan

1. Dasar :
a Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34,
Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37 dan Pasal 107 ayat (1) KUHAP;

b. Pasal ...... Perdturan Daerah «..cvvisosessesinesiisvsveessensss NOMBT wvvuaws Tabhaati «oeewe:
TENLANIE .covisisnsivinisssasssssasssnsessoassanssnsnnssnassssnsmsspeonssmosanssmsnsssssssssesssasenessssessentssessss :

c. Laporan Kejadian Nomor  ........... tangpal cnsssaas 3

d. Surat Perintah Penyidikan Nomor ....... tAangal s

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, diberitahukan bahwa dari hasil
pemeriksaan terhadap perkara Tersangka :

Nama $ aassssEa e TR ST e S e S S R R e e SR S e

Tempat / Tgl.Lahir B e R S S S S SRS R S S e SR S e

Jenis kelamin B 1t 5 S R AT
Kewarganegaraan R SR Con TR SR

Agama D S S S e e R S S T R Y SRR S s

Pekerjaan T S S A S A R S RSN S R R s s R

Alamat E] e R e e e s e B

Diduga telah melakukan tindak pidana..........c.ooooiiiiiiiiiii sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ...... Peraturan Daerah .......cccceuvuen.. Nomor ...... Tahun
...... teNtANE ....cccieeceiecaecciuretccsesccsssccsssssssssnsssacssaccscaccscacassanes

3. Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa
Penggeledahan terhadap :

4. Untuk keperluan tersebut pada butir 3 di atas, diminta bantuan Kepala KepolisianResort
guna melakukan penggeledahan dan sebagai bahan pertimbangan dilampirkan :

a. Laporan Kejadian
b. Surat Perintah Penyidikan

5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
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15. FORMAT SURAT PERMINTAAN IZIN/IZIN KHUSUS PENYITAAN KEPADA KETUA

PENGADILAN NEGERI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Nomor T mewesssmesremeesennees Kepada :

Klasifiltasl 3§ csseesscseiessss Yth. Ketua Pengadilan Negeri.............

Lampiran B e ERRRREAREAE s s s s s e sl 6 e

Perihal :  Permintaan izin/izin di

Khusus penyitaan

1. Dasar =

a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 38 ayat (1), Pasal 39, Pasal 42 dan Pasal 47 ayat (1)
KUHAP;

b. Pasal...... Peraturan Daerah ....................... Nomor ..... Tahun .....
TR R s s o e S A S G S G B S SR AT S et e B S S ST e e :

c. Laporan Kejadian Nomor tanggal. .......cconmiiniannnniaaao. 4

d. Surat Perintah Penyidikan Nomor ....... tanggal ........ooiiiiiiiii...

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka / saksi .................oii
atau penggeledahan atau ditemukan langsung oleh
petugas. | penyidik. oo smsisnn s terdapat benda / barang yang diduga
ada hubungannya langsung dengan tindak pidana di bidang .................
sebagaimana dimaksud dalam Pasal ........ Peraturan Daerah .................
Nomor ..... Tahan: s PERTARE oo s e e S S e e s s
VaNE Terfadl O . cuemeesncmonemsemsisen s smn st s pada tanggal .................... atas nama
tersangka .....ccoviieiieier s , berupa :
BUe e b e e i A AR S AR D R RS AR R S e e i S e S SR R SR S S R S
B ssmssmesseie e e S R SR S RN T R A e s S S R S AR e e e e
D iensemsermsssmeme e i e e e i R AR R A A A S A A A O A RS BRSNS S 000 S A A
d.

Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan penyitaan terhadap benda-benda
tersebut dari orang yang menguasai atas nama :

Nama D mmtmimimninmmtio mseiaaim) om0 R A S AT
Tempat / Tgl.Lahir T e R e e R R R
Jenis kelamin e e e e N S S S Y S Y R SR S A
Kewarganegaraan i S T R K R R R
Agama S ssmnesssssesass s ssss s st s e s e R e s s i minie
Pekerjaan T e B R e S R SR S T S
Alamat B s R e S e e S A S € S S S S S R e

4. Guna kepentingan penyidikan selanjutnya, diharapkan Ketua Pengadilan
menerbitkan Surat Izin / Izin Khusus Penyitaan.

5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
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16. FORMAT LAPORAN UNTUK MENDAPATKAN PERSETUJUAN PENYITAANKEPADA KETUA
PENGADILAN NEGERI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Nomor R RO AR RS Kepada :
Klagifiltasi :  cccscassssssseencnne Yth. Ketua Pengadilan Negeri .............
Lampiran R e
Perihal : Laporan untuk di. ieesassesnsTasTTTTTETTE S TR
Mendapatkan persetujuan
Penyitaan

1. Dasar

a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 38 ayat (2),Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan
Pasal 42 KUHAP;

b Pasal. oo Peratiltail DACTaR oo ssmusssissimms s svesesesssansnsmswmeses Nomor .....
TabB . v vovaes [E=3 o4 =6 o ¥ =

c. Laporan Kejadian Nomor ....... LATIPPAL cosccsvumsisvisavamsemsvesemmies

d. Surat Perintah Penyidikan Nomor ....... tanggal iivesasssimanes

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa karena
keadaan yang sangat perlu dan mendesak serta karena kepentingan penyidikan, telah
disita benda / barang yang diduga ada hubungan langsung dengan tindak pidana di
DIAANE - ccvsonscicvcsismsssosvsivssirsnss sovnesbivsnsbvmoisabesssnatssnnnsssnrssssssennmssersnsmn e smmtss sebagaimana

3. Benda-benda tersebut disita dari orang yang menguasai atas nama :

Nama E) o oo S AN T
Tempat / Tgl.Lahir R T R R AR
Jenis kelamin z

Kewarganegaraan
Agama
Pekerjaan
Alamat

4. Guna keperluan penyidikan selanjutnya diharapkan Ketua Pengadilan Negeri
menerbitkan Surat Ketetapan Persetujuan Penyitaan.

5. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan kelengkapan administrasi
penyidikannya antara lain :

Laporan Kejadian

Surat Perintah Penyidikan

Surat Perintah Penyitaan

Berita Acara Penyitaan

pan o

Surat Tanda Penerimaan Barang/Barang Bukti dari penguasa/ pemilikbarang.

6. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap keputusan.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
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17. FORMAT SURAT PERINTAH PENYITAAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Pertimbangan

Dasar

Kepada

Untuk

Selesali.

SURAT PERINTAH PENYITAAN
NOTHOT' & ocomsessssmmssmess s s

Bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana diperlukan tindakan
penyitaan terhadap benda-benda yang diduga ada kaitannya langsung dengan
tindak pidana yang terjadi, maka perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

1. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2) Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40,
Pasal 41, dan Pasal 42 KUHAP;

2. Pasal ..., Peraturan Daerahll ....ccciaessoinsivissrsrsarssnsns s Nomor ......
Tabu - covsevmns tentang ;

6. Laporan Kejadian Nomor ........ tanggal. ..o s ;

7. Surat Perintah Penyidikan Nomor ........... tanggal s ;

DIPERINTAHKAN

Nama I eesrsssesessissstuess et et s s ses RN
Paigkat/GOLl/NIP @  cccuisciessesssssmmmssin s smnsssssassss
Jabatan T eeceecsesmemmesmssnerannemT et et stEen
Nama T T o e
Pangkat/Gol/NIP @ ssrossssssacssesssssyssisspvavemisesssvass

Jabatan S e e A e R SRR

Melakukan penyitaan barang bukti, berupa :

B rsueiime s s e S S e B R AT S e s S SRR S e s
T H

i R R S S S L A A MRS AV Wk s s e e e e g e e e SN R i 3

Yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pidana di
bidan..............o sebagaimana dimaksud dalam Pasal .......
Peraturany Daerahl ..cusasesissaissssssaves Nomor ....... AR oo
tentang ....c.ccoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitirc e

Melakukan pembungkusan atau penyegelan dan dilabel terhadap barang
atau benda atau surat atau tulisan lain yangdisita.

Setelah melaksanakan perintah ini pada kesempatan pertama harus
membuat Berita Acara Penyitaan dan atau Berita AcaraPenyegelan dan
atau Berita Acara Pembungkusan.

Dikelitarkan di 3  uaevassssssesrsssisrsiasses

Pada tanggal D e S
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Yang Menerima Perintah :

1. Nama/NIP
2. Nama/NIP
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18. FORMAT BERITA ACARA PENYITAAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENYITAAN

----- Pada hari ini; coceceess: tANEEAL ccivics. DUlAN ciesevenatahun 20.... Pukul

BEYA. SRS e A N T ---- Pangkat / Golongan ...................

NIP: srsssssascssssmiiisss v , Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

dari kantor tersebut diatas bersama-sama dengan : -----------------==------ooooo

1. Nama N S e s e s e S R ST S e R R e S s e
Pangkat/Gol/NIP B R S S SO
Jabatan B e S0 o e o A S S R R

2. Nama B commmmrmma e e e S bR R S B B R A S S SR ST
Pangkat/Gol/NIP § s T e e S S R R R TR e e e
Jabatan B T 1516 o e 6 R L T WIS

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan : -------=---------—----o-oomooooo-

1. Laporan Kejadian Nomor ................ tanggal ...oo.oiiiiiiiii i

2. Surat Perintah Penyitaan Nomor ............ tanggal i saniriinssve s ss

3. Surat Penetapan Izin/lzin Khusus Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri .......
............................... Nomor ......... tanggal ...............(Bila ada Permohonan Ijiin

terlebih dahulu kpd Ketua PN).

Telah melakukan penyitaan barang berupa : ----—-—--——-——- - —-——mmmmmmmmem oo
o oo s 5, s A 8 B S R A
D e e S S i M S S S AR S e R S SN R S A P s
BBias oo 0 05 o 5058 Y o
B s R e R R R e R S SRS e R e B s e
Dari Pemilik barang / yang menguasai / Tersangka / Saksi : ------=-=----momomooooo-
Nama T e R e S b R e A S R S R R
Tempat/Tgl.Lahir B e o A T S A S R e R e
Jenis kelamin - P L P iy 4 T T R e R M
Kewarganegaraan e L P
Agama T momwominmcm im0 A IR R B B
Pekerjaan e N S Y R P S R SR e
Alamat R R S S T e e e e

Dengan disaksikan oleh :

1. Nama D aomomomco i A R 8 S S
Alamat D memmmmin i S S R S B R RS I
Jabatan Y e e R P M S R S R S SN SS SRR A

2. Nama Bl e e e e S S B N S G 6 R T e S R S e
Alamat S i o i T e e
Jabatan I T T o L P T T P P O

Dalam rangka penyitaan perkara tindak pidana di bidang ...................... sebagaimana

dimaksud dalam Pasal ........ Peraturan Daerah ......cccccccemun.. Nomor ..............

K1 1< 1 o S o (R BETIERINE oo vnmmmsmmm s s e wa oo nie i it o i ow o e i

Adapun pelaksanaannya adalah sebagai berikut :--——----------m e

----- Barang bukti............cccce.cc.......... (diserahkan /diambil dari pemilik/yang menguasai

barang/ditemukan dari  tersangka/saksi pada saat tertangkap  tangan/setelah
dilakukan penggeledahan)



o e

————— Demikianlah Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan
sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh masing-masing petugas,
(pemilik / yang menguasai barang dan saksi/tersangka) sebagaimana tercantum dibawah ini

o | PR RS . pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun ..........-----
Yang Menyerahkan Penyidik Pegawai Negeri
Pemilik/yang Menguasai Barang Yang Melakukan Penyitaan
T NIP. oo

Saksi Saksi
1 movmssusies e s S S R e es A e e
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19. FORMAT SURAT TANDA PENERIMAAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA
SURAT TANDA PENERIMAAN

NOTNOL § wesnssonsvuniosanasseee s

----- Yang bertanda tangan dibawah ini, Nama .........cccccceiiiiiiiiiiiiiiiiiiicinnnnne.... Pangkat/
Golongan ........ccceeeee... NIP seuvassscssvsvevasssss dalam jabatan sebagai Penyidik Pegawai Negeri
Sipil pada kantor tersebut diatas, telah menerima penyerahan barang-barang atau surat atau
tulisan lain dari pemilik / yang menguasai : ------------------------------
Nama - e P FT Pl LT e Fr i L/P
Tempat/Tgl lahir R R S
Pekerjaan - S R i< X s B s
Alamat ol RS RS ——
Dengan disaksikan oleh
1. Nama - D R T P PP L/P

Pekerjaan § o w0 R P s S AT

Tempat tinggal S S R S S e R

2. Nama S S S T L/P

Pekerjaan I iver et e N B R A A e e e S R S

Tempat tinggal Y g i R R S R S R e A e e e S
Benda-benda atau barang atau surat atau tulisan lain sebagai bukti dalam perkara tersangka
............................................. yvang diduga telah melakukan tindak pidana di bidang
......................................................................................................... sebagaimana dimaksud
dalam Pasal ........ Peraturan Daerah ............ ... NOmMOYr ivisaias

Benda-benda atau barang-barang atau surat atau tulisan lain tersebut adalahsebagai
berikut :

Pemilik / yang menguasai Yang menerima
Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
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20. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENYITAAN

KOP DAERAH

Nomor D cemsmssesmessmsessse Kepada : '
Klasifikagl ! ...cocccumesamveoen Yth. Kepala Kepolisian Resort ...............
Lampiran P G i  sssssssssssinssrvssisssssesisssvassies
Perihal :  Permintaan bantuan

Penyitaan

1. Dasar

a. Pasal 6 ayat (1) b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 38, Pasal 39, Pasal 42 ayat (1) dan Pasal 107
ayat (1) KUHAP.

b ‘Pasal oo Peratatani Dagrall o semsevusosasasies Nomor .........
Tahun .c.eseses TEHERTEE. cumerreomsnnaassmsssmmensssmenssosmessosnass syt wsssasesi
c. Laporan Kejadian Nomor  ......... tANEEA] .oviiessecsessisass
d. Surat Perintah Penyidikan Nomor ...... tangal aresessaaseny
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini diberitahukan bahwa dari
hasil penyidikan tindak pidana ... sebagaimana
dimaksud dalam Pasal .... Peraturan Daerah .....cccceececeicvuceciarircsscanes Nomor ......
Tabhui -coeeess EOtARNY v vsausis yang terjadi di ...ccccisesseccecensomeee pada
tanggal ........ bulan ...ecese tahun, dengan tersangka ..................... , memerlukan

penyitaan terhadap barang/benda/surat/ dokumen/tulisan dari sesorang yang
menguasai atas nama :

Nama B e A SR S e S R S e o I A A A e
Temat/Tgl lahir - J Lo gt = A s~ i ety o o
Jenis Kelamin e T S S e S S S R s
KeWArganegaTraaArl 1§ .sicsssississsssisasissssrmsssnsssinssssssasaansiaassaersssossssasososassasnnoss
Agama TH s e i S R R R E R A
Pekerjaan Z)  mmmmenmmeses st s N AR S A SR S NS R A R R S AR A
Alamat R R PR OB ——

3. Untuk keperluan tersebut di atas, diminta bantuan Kepala Kepolisian Resort ...
..................... guna melakukan penyitaan barang/benda/surat/dokumen/ tulisan tersebut

4. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan administrasi penyidikannyayang
meliputi :

a. Laporan Kejadian
b. Surat Perintah Penyidikan

5. Demikian untuk menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
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21. FORMAT SURAT PERINTAH PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSANBARANG BUKTI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

Pertimbangan

Dasar

Kepada

Untuk

Selesai.

NOMOLr @ ccusssmsassisiakiipsssiseses

: Bahwa untuk kepentingan penyitaan barang bukti yang diduga ada kaitannya

dengan tindak pidana yang telah terjadi, namun karena ukuran, situasi
maupun kondisi barang bukti sedemikian rupa schingga tidak dapat
dipindahkan / dibawa kekantor atau dibungkus, maka perlu dikeluarkan
Surat Perintah ini.

1.

LW

Pasal 7 ayat (2), Pasal 11, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 44, Pasal 130
ayat (2) KUHAP.

;s PASAL soueee Peratizran Daeral ....cicsvssiisisassssnsmnsassas Nomor

...... Tahun......c..... teNtANE .ccciiieierserccsrssarersscansiss

. Laporan Kejadian Nomor .......... tanggal . osississssasnsssivie
. Surat Perintah Penyitaan Nomor ......... tanggal .................
. Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri ................

NOIOL «oevcvenons Tanggal ........ccnnnnn

. Nama P e R e N e R PN R R S S S S e

Pangkat/NIP D e R iR
Jabatan -

. Nama 2 A S e e AR R P s R A e e S SRR AR e

Pangkat/NIP E i R S R R e e R SR
Jabatan B na N T N 88 L R S A SRS

. Melakukan Penyegelan dan atau pembungkusan terhadapbarang

bukti yang telah disita berupa :

B oo o i AR, AR 4 s m

T oo o e 0 O 0 o

yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana
.................................... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ......
Peraturan Daerah .:....usosesvie SRR Nomor ..... Tahun
....... vang terjadi pada hari .......... tanggal ................ di
. Menyimpan benda  sitaan  sebaik-baiknya dengan penuh
tanggung jawab

. Setelah melaksanakan penyegelan dan atau pembungkusan wajib

membuat Berita Acaranya.

Dikeluarkan di : ..ccovrvnririciennnan...
Pada tanggal T

Yang Menerima Perintah Penyidik Pegawai Negeri Sipil
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22. FORMAT BERITA ACARA PENYEGELAN DAN ATAU PEMBUNGKUSANBARANG BUKTI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENYEGELAN DAN ATAU
PEMBUNGKUSAN BARANG BUKTI

————— Pada hari ini, ...... tanggal ..... bulan ........ tahun 20 ..... Pukul ..........

Bayal B scmensessivissisrsssssseesonis Panglkat)Golongan fINIP. ...wemiimaevammmesmsmnmosios "

Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut diatas bersama-sama

A AT T

1. Nama i
Pangkat/Golongan/NIP 2 mseesemmesswses st st an s e e e e S AR TR S A SRR
Jabatan S SRR e S T S S R R

2. Nama R e T
Pangkat/Golongan/NIP e R s
Jabatan I aessvessesssmmsenmmiessaesvreessnsiesissiat s A AR B R

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan :

1. Surat Perintah Penggeledahan Nomor ................... tangpal sy

2. Surat Perintah Penyitaan Nomor .........cc.ccoceieaa... tanggal ............... -

3. Laporan Kejadian NOMOT ......csceessisaasesmsnessive tanggal vy sasses

4. Surat Perintah Penyegelan dan atau Pembungkusan Barang Bukti Nomor ..... tanggal
Telah melakukan penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti berupa : --------

B oo a7 A5 081 A A i e S S e N A S

Bl comemmmesnnemnm s e s e e s A A e e A e e A R SN SN SR R A A LS R e

i R R S A S S F S T PSS TR A EE TR B R EEE B S e e AT S R T

Yang diduga ada kaitannya dengan perkara tindak pidana ............................

sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...... Peraturan Daerah ......casconvsscsmenonsosn

Nomor .... Tahun ...... TERERNE s T T e s s T e SR SRR RS SR S s e e SRR yang

terjadi pada tanggal ................... di s I

Dengan disaksikan oleh :

1. Nama

Pekerjaan -2 T e P P e 3
Alamat 3 e R R e e S S R S e S T S S S R R SR s
2. Nama B i e S 1 R S e S e R
Pekerjaan Sh o 5N 08 18 A S B
Alamat P T T T LT i iT

Uraian singkat jalannya penyegelan dan atau pembungkusan adalah dengan carasebagai
berikut T e S S A A A A A e e g i s Bl e e e R B AT i

—————— Demikianlah Berita Acara Penyegelan dan atau pembungkusan barang bukti ini dibuat
dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani
o T T TTre pada tanggal ...... bulaii susavuniess tahun 20 ......

Pemilik barang/Tersangka/ Yang melakukan Penyegelan/Yang
menguasai Pembungkusan




= i =

23. FORMAT SURAT PERINTAH PENGEMBALIAN BENDA SITAAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Pertimbangan

Dasar

Kepada

Untuk

SURAT PERINTAH PENGEMBALIAN BENDA SITAAN

NOMOT & iiiiiieececansneasanananananas

bahwa apabila pelaksanaan penyidikan dihentikan atau sudah tidak
memerlukan lagi benda yang telah disita sehingga wajib dikembalikan, maka
perlu dikeluarkan Surat Perintah ini.

1.
2.

b

Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 46 KUHAP;
Pasal ..... Peraturan Daerah ..................... Nomor ...:.i50:::
Tahun ......... teNEANE oo s s s ST e

. Laporan Kejadian Nomor ............... tanggal .............oooo...l

. Surat Perintah Penyitaan Nomor ........... 7ok a T 1 | R———
. Penetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri .................

NOmOTL ....co00000 Tanggal saissssiivrseirmssvvatand

DIPERINTAHKAN

. Nama P T S S T s S e e

Pangkat/Gol/NIP ' ciscsiesisseiasssesisssie s sssssiss s suiass vivasiemsnans
Jabatan S emmeR e e e e e M saTS e e A e e e s s

. Nama B wieceieesmmteein b vt i 8 B A A 0 S S

Pangkat/Gol/NIP & . cocanaissismasnsmieir i vsssrssasmsan
Jabatan B s e R R S S S S R R

. Melakukan pengembalian benda yang telah disita oleh Penyidikpada

tangral coosssesnsmarse e yang tidak diperlukan lagi dalam penyidikan
atau penyidikan dihentikan dengan alasan

2. Pelaksanaan pengembalian benda kepada orang yang berhak.
3. Setelah melaksanakan pengembalian wajib membuat Berita
Acaranya.
Selesai.
Dikeluarkan di : ...sieaeaaaiamiasis
Pada tanggal S ssseisse st sees s
Yang menerima perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Selaku

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
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24. FORMAT SURAT PERINTAH PENGEMBALIAN BENDA SITAAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI

————— Pada. hari/ifd, sy TAREEAL cuwovesve LA comnesmmsons: AR D0 . ommm Fiadoa]

S 7= = Pangkat/Golongan/NIP ..............

NIP. teiiiiiiiiiiiinannns , Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut

diatas bersama-sama dengan : -----------

1. Nama B e R e R e R B R S S S
Jabatan I esesessesasne e ae e e e e e o b e e S
Pangkat/Golongan/NIP D memmemsssesmemssanas s SR E e e S S R S R R I

2. Nama I asrraneeue e e e e s s R e A RS A
Jabatan e e L AR T
Pangkat/Golongan/NIP B omimesmmmimsn oSSR AR L B R

Masing-masing dari kantor yang sama berdasarkan : ------------=---mmmmmmmmmmmmnoomoooo

1. Putusan Pengadilan Nomor ..................... tangPal covesiessiocsssiees

2. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor ......... tan@Pal . osamaasnn

3. Surat Perintah Pengembalian Barang Bukti Nomor ......... tanggal ..... .

Bl s e e A R B 6 S S 0 8 RS

Telah mengembalikan benda sitaan/barang bukti yang telah disita berdasarkan Surat

Perintah Penyitaan Nomor ............. ,; tangEgal o yaitu berupa : --------

Bl evenssasensesnepransinsrensansnstnsssstsiiresim i S T T e R e T S SRS e

T it e atos e 15t R R I 1 M S

Kepada : ----=--=cccmmmmmmmccece oo

Nama D s e R T e SR S T T R R e S R

Tempat/Tgl lahir ¥ ewmssmesmevseT R e R e S e e

Kewarganegaraan B A 0 A B S 4

Agama I esssesseresssserennsassrannassnnsannnntnnintanessaebhetsnseihbaasssas s aRes

Pekerjaan e e T R T R RS T SR SR SRS R SR s s e

Alamat B s T R R R R R R R R A S .

Dengan disaksikan oleh : ------------

1. Nama S R JPot = L B~ P~ o o
Alamat T T T I L ] R N TR R e T S R L S R R S S e
Jabatan § ond e 8§ O ECTEANSRERE § § T § 5 S R b B ST AR § b 6 & SR

2. Nama B e i i S A S S
Alamat Lo O Py T g P e
Jabatan 2 Lias s E S HEEECESEROWEEE § E S PR § S § § SRR EEEeES § g 8§ e

Uraian singkat jalannya pengembalian barang bukti adalah dengan cara sebagaiberikut :

----Demikianlah  Berita Acara Pengembalian barang bukti ini dibuat dengan
sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di
.................... pada tanggal ...... bulan .......ccseeeneee. tABUN 20 .ouvcnecros======

Yang menerima Yang mengembalikan

Penyidik Pegawai Negeri Sipil
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FORMAT SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN
NOMOT 2 soiiicissisiiziiosiisiisiisivieisssisvervss

Pertimbangan Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi dan
barang bukti, perbuatan pidana yang disangkakan kepada tersangka
tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal dipersangkakan,
atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan
dihentikan demi hukum, sehingga perlu mengeluarkan Surat Perintah ini.

Dasar 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan

ayat (3) KUHAP.
2. Pasal ..ooooee Perataran Daerah .c.icemmssvessvssnnansssssmmsmnie
Nomor ....... Tahun......... TERLARE . - - oo nmomn cnmmid s se 2in SoisaR S5m
3. Laporan Kejadian Nomor ............ tanggal ...
4. Hasil Gelar Perkara tanggal ... ......oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaaaaan.
DIPERINTAHKAN

Kepada . Nama T eeaeialaa ket e s a s e SN A oAb e e S e el e
Pangkat/Gol/NIP @ e
Jabatan L

. Nama T R S S S S S e e e e
Pangkat/GoOL/NIP 2  ccecscesessssassnsssessnenssssensiaennsmssaasesmmns s
Jabatan B e S SR S A S R S A R S R R
Untuk . Menghentikan penyidikan tindak pidana atas nama tersangka :
Nama I smssemeesssamamne s o s s A e e 0
Tempat/Tanggal lahir S b iSRS G R B
Jenis kelamin T T
Kewarganegaraan B A A A S
Pekerjaan =
Alamat R
Dalam perkara tindak pidana di bidang ........................ sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ....... Peraturan Daefal) .c..avsssmenames
Nomeor ..... Tahun ... 0l 2 D o - A T
Terhitung mulai tanggal ............ BArena. oo i (tidak cukup
bukti atau tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan kepada
tersangka, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau
penyidikan dihentikan demi hukum).
. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala
Kepolisian Resort .........c.cccovvininnenan. serta pihak-pihak yang terkait.
.Jika ada barang yang disita untuk segera dikembalikan kepadayang
berhak.
. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan
Selesai
Dikelhuarkan a1 © soussessusssssnasass
Pada tanggal 2 Lo mrmrariara i e s e e
Yang menerima perintah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Selaku
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
NIP. wsiiavnmsanmnissisrsiiss NIP: csoussiniaminaeieaunamt s
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FORMAT SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KOP DAERAH
PRO JUSTITIA
SURAT KETETAPAN
Nomor :
TENTANG

Pertimbangan

Mengingat

Memperhatikan

Untuk

Selesai

PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi, ahli
dan barang bukti ternyata bahwa peristiwa yang diduga sebagai tindak
pidana diDIAANE. ... co.comimmmsemsmsnmesmrms et S s e A EFSSRS B yang
dipersangkakan kepada tersangka, tidak cukup bukti atau peristiwa
tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan
demi hukum, sehingga perlu mengeluarkan Surat Ketetapan ini.

1.

2.

Wi

3.

Pasal 6 ayat (1) huruf b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2)
dan ayat (3) KUHAP.

Pasal ...... Peraturan Daerah ...ccccccimiiniiiiiiiciicicnenann. Nomor
...... Tabhun :isesee: ENUANE oosesesinsimmisrsvesss

. Resume hasil penyidikan tanggal .....................

. Laporan hasil Gelar Perkara tanggal ....................coo.....
. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor ....................

Tanggal ......

. Menghentikan penyidikan perkara atas nama tersangka :

Nama B W A R RSO
Tempat/Tanggal lahir R O - =Y <O T e
Jenis kelamin T
Kewarganegaraan T e e S R G R R R S R R
Pekerjaan B e ni e i A N i S
Alamat R e e W T Y TS i ey o
Dalam perkara tindak pidana di bidang.................... sebagaimana
dimaksud dalam Pasal .......... Peraturan Daerah ............

i [0y 11 £o) e Tabhufl soeves CERLARE < sosvsisvrrvssvare sevesmenses

karena ............ (tidak cukup bukti atau tidak memenuhi unsur pasal

yang dipersangkakan kepada tersangka, atau peristiwa tersebut bukan
merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum).*

. Memberitahukan penghentian penyidikan kepada Kepala Kepolisian

Resort ... serta pihak-pihak yang terkait.

Jika ada barang yang disita untuk segera dikembalikan kepada yang
berhak.

4. Surat Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Dikeluarkan Qi 1 oo smssensasismsss
Pada tanggal =

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil
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FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

KOP DAERAH
PRO JUSTITIA
Nomor 3 sasdsssumevEsNsaNaTIEs Kepada :
Klasifikasi : ....cccceveeeccanneces Yth. 1. Kepala Kepolisian Resort ............
Lampiran - 2. Kepala Kejaksaan Negeri ............
Perihal : Pemberitahuan penghentian Al e eiiiiiediieiicsiieiieaiiiaas
Penyidikan

1. Dasar

a. Pasal 6 ayat (1) b Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 109 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP.

b. Pasal .... Peraturan Daerah .....cccocoiiiimmiiiiiicacrisciiissss Nomor ..... tahun

....... tENEANE .ocviiieiiiiiiiaaiaiiittct sttt rs s s et e a e s caasaaaas
c. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor .............. (5217 1", | EESHNEpp——. 3
d. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor ..................... tanggal

2. Sehubungan dasar tersebut di atas, dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai

tamggal .cciccisisinsass penyidikan terhadap tindak pidana di bidang ............
sebagaimana dimaksud dalam Pasal .......... Peraturai DAeTal . iciveissisissasanmaisais
Nomor ........ Tahun ..o tentang telah dihentikan penyidikannya oleh karena
.......................... (tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana atau

dihentikan demi hukum atau tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan).

3. Bersama ini pula kami lampirkan surat-surat administrasi penghentian
penyidikan :

a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan.
b. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.

4., Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Tembusan :
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FORMAT SURAT PENGIRIMAN BERKAS PERKARA
KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

Nomor TR Kepada :

Klagifilcasl 3 cossessmemmsmmmmemmems Yth. Ketua Pengadilan Negeri ................

Lampiran B e s e Melalui

Perihal : Pengiriman berkas perkara Kepala kepolisian Resort ................

An. Tersangka .................. di -

Bersama ini dikirimkan Berkas Perkara Nomor ............ tanggal ......... atas nama
tersangka :
Nama B e R A R R R e
Tempat/Tanggal Lahir 2 eresssssssemsmsmmsmsemsmsSAA AL AN S LSRN TR AN TSRS R R TR RS TR
Kewarganegaraan T s AR ST TR SR e eSS S S s e s e s e e T e
Pekerjaan B R e R S S R S TS SR s S s
Alamat T assmssssksssssss s a e R s ey e e S e s e e e AT e s
Dalam perkara tindak pidana di bidang........cccciuiiiiiiiiniiiniiciiciccceaees sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ......... Peratiiran Daerahn .ooessosssssssiisisssesssdass Nomor
....... TR cweenes TEEICEINEE oxmvisimmmvs i osisisssssmesasse s
Barang-barang bukti yang tersebut dalam daftar barang bukti disimpan di .......

Demikian untuk menjadi maklum dan kabar perkembangan selanjutnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
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FORMAT TANDA TERIMA BERKAS PERKARA

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

TANDA- TERIMA
PENGIRIMAN BERKAS PERKARA

————— Pada hari ini, .....cccv...... tanggal .......... bulan .......... tahun 20...... Pukul .......

telah dilakukan serat terima :

----- Berkas perkara Nomor ............tanggal..................dengan Surat Pengiriman Berkas

Perkara dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor ............ tanggal .......cooviinnna. dalam

...... (-.....) rangkap atas nama tersangka : -------------------—-----mmmmooooooo oo
Nama T e e A R R S R AR S s i s R 0 W S A S RS A
Tempat/Tgl lahir T eesmamenmamesnemm et e s nm sy s S R A R S A SRS R
Jenis Kelamin T e R R TR R R s s e S RS S SRR AR e Y e R
Agama B e R S S UL SO S e 6 A R e e A 8 R R e i
Kewarganegaraan I evisaaesnt aerim ke ae i sim e oo o S 8 S S SRR S R A R B e S AR S E AR
Pekerjaan T remmmemsmmmmmmmeen iRt AR R AR SRR e e S S R N e S T R SR SRR
Alamat 1 e e e e R R e e A G B A e R e M e

----- Dalam Perkara Tindak Pidana dibidang......c..ccccccceevciiiiiiiiiiiiiiiinicnsnnneen..... sSebagaimana

dimaksud dalam Pasal .......... Peraturan Daerall .......c.cccececensiessesssscansasiss Nomor

........ TahUR s LENEARAE i imesieism e st a e s S er s s e B S e s

————— Serah terima dilakukan di kantor ..........c.ccceeiviiiiiiiiiiiiccieecceeeeeeeaeneno... pada hari dan

tanggal tersebut di atas.

Yang menyerahkan Yang menerima
Nama 2 R R N A
Pangkat T ms s S
Jabatan L TT Iy e
............................... Tanda TAan@aN : «-aasanisemvisssnssiss
NIEPamsssiiaisnssesss
Disaksikan
1. Nama B e sl siemia e s sl et e e e mimimie
Pangkat E e A e R
Jabatan 2 eedelirsRsEeiEin R ST
Tabda TARGRIL ¢ sesscosmersesunisiisssovesssds
2. Nama - R PO S8
Pangkat R P g
Jabatan B namsmss e R s

Tainda TanEaty & cessssimoacssiiersaisaasss
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FORMAT SURAT PELIMPAHAN PENYIDIKAN

KOP DAERAH
PRO JUSTITIA
Nomor Y ceusmuusssunssEETesEen
Klasifikasi 3 ccrvorseramemresmmmees Kepada :
Lampiran f sosswsessssTeuTasuEE Yth. Kepala kepolisian Resort ................
Perihal : Pelimpahan penyidikan di_
AL TOrSANEKA vosssssimnssansss  sivisssseessusessieseniiesssssasadis

1. Dasar:

a. Laporan Kejadian Nomor ............ tanggal soassessissiesasiesss

b. Hasil Gelar Perkara tanggal ............... tentang .....cccooviiiiiaiiii e

2. Dari hasil pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka serta Barang Bukti didapatkan fakta

bahwa Tersangka AtAS NAMA ....ccicirmssnismsassassonsnsssnsmnssavnmnsnsansssssmnansons telah melakukan
tindak pidana di bidang........ccc.ooi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal ........... ( Peraturan Perundang-Undanan lain diluar kewenangan

PPNS atau Menyangkut wewenang beberapa PPNS ).

3. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini kami serahkan proses

penyidikan dan menyerahkan tanggung jawab ..... ( ........ ) orang tersangka atas nama :
Nama B e R R S S R S S A S SR R SRS B R
Tempat/Tgl lahir B e e SR S A R S R S S i e e 4 A S S i i A S
Jenis Kelamin T sasmssstesseaessesssmssmmesmesessds st RS R e e e R S
Agama S EReER R R e R A S S B S R S R R R R SR R
KEWaTgAHSHATARAI 7 cocusosmusuiniosonssuusssssnsisst sss et ieesseanssonos fansesseissavsueve senen e irasnsarnsmns
Pekerjaan B e e b B R R R A SR A SRR RS R RS R SRS AR
Alamat e P T L T T T Tt Ty T P e e e S Ot e

4. Sebagai bahan pertimbangan berikut kami lampirkan kelengkapan Administrasi
Penyidikannya :

5. Demikian untuk menjadi maklum dan kabar perkembangan selanjutnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil
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FORMAT BERITA ACARA PELIMPAHAN PENYIDIKAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PELIMPAHAN PENYIDIKAN

————— Pada hari il; «coeosmsvees TADEZAL «ooveee DULATY woceecsmens: TADAIN D0 o cnsmnammes

Pulkal covisasae

BENEL 13 consosmmsims s S e S Pangkat/Golongan /NIP ..., ,

Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada kantor tersebut diatas

DePABERIEAN & i mosmmsismsrsssi s s st o A g

11 § - iR Nomor ........ tanggal......... perihal Pelimpahan/ Penyerahan
proses Penyidikan atas nama Tersangka ............ ...

2. Hasil Gelar Perkara pada tanggal...................... tentang penanganan Penyidikan dalam
perkara tindak pidana :...iccianeiaiisessessans atas nama tersangka ..............

Untuk kepentingan kelancaran jalannya proses penyidikan, menyerahkan penyidikan
selanjutnya terhadap Tersangka .........ccoociviviiiiionnnaa... dalam perkara tindak pidanadi
DIARRE ..iosnsrashtidedisissoiis 38 i sinasameanaasis sebagaimana diatur dalam Pasal .........
Kepada : ------------cmmcommoeeee

Nama $  ummssmsesmsskrea S R R A e R R R SR e SR e
Pangkat / NRP e R R S T S S R S S S
Jabatan B e i A e Y A R i e
Beserta kelengkapan administrasi penyidikan yang telah dilakukan berupa : ----------

1. Laporan Kejadian
2. Hasil Pemeriksaan
3. Barang bukti yang disita

Serah terima ini dilakukan di kantor ......... ... ... ... ... 3 P - R e e
dengan cara kedua belah pihak meneliti terlebih dahulu kelengkapan penyerahan penyidikan
sebagaimana tersebut di atas dan disaksikan oleh kedua orang saksimasing-masing :

1 Nama D e s T A A A R
Pangkat/jabatan T e P L E T L T3 PP ey e ey D O PP
Alamat D o e D S S T RS

2 Nama T s e S B A B B R SRR s
Pangkat/ jabatan P e e e S S S N T S e
Alamat D R S R S R S S S P S PR R S

————— Demikian Berita Acara Penyerahan Penyidikan ini dibuat dengan sebenamya atas kekuatan
sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di ..............
pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 20 ......... ..~
Yang menerima Yang menyerahkan Penyidik
Penyidik Pegawai Negeri Sipil
NIP/NRP....ooiiiiie NIP. .o
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32. FORMAT DAFTAR BARANG BUKTI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

DAFTAR BARANG BUKTI
Nomior BAPPPD : ... ssmivssnsbisiiesisrisaisssve s

No. NAMA BARANG JUMLAH KETERANGAN

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
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FORMAT DAFTAR BARANG BUKTI

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA MENOLAK TANDA TANGAN

----- Pada hari ini, ..cccccccceeeees. tanggal ......... bulan .......... tahun 20..... Pukul
Saya I e sissaserri e e s s s S SRR S R e s e e —-—— Pangkat/Golongan
........................ NIP «.ooeiiieiiiiiaeenannnnnnnan, Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil
dari kantortersebut diatas berdasarkan : -------

1. Laporan Kejadian Nomor .......... Tanggal ........................

2. Surat Perintah Penyidikan Nomor ............. Tang@gal oo e

Telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang beridentitas :-------------------

Nama P e s e S SR R S S S e S S SRR S G e e e s e
Tempat/Tgl.Lahir I e SRR e SRS R S s S S NP SRR g e i S S SN S

Jenis Kelamin T memewatsemsssessasssasssssnessssit s iR iE e AR AR A AR SR A S S RS LS DR e E SR
Kewarganegaraan P s S e e e S e S S SRS PR PR S RS e S e W
Agama § e S S S e A SN S S RS e e e e e SR e A A SR
Pekerjaan U S Po s e P et
Alamat D eassersseReRnAss AN LRI SRR eSS s e s se e SR PR B SE R TSRS SRR e
diperiksa sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana ........................
sebagaimana dimaksud dalam Pasal...... Peraturar Daerah .......ccceeeeccennnomerssasssns

Nomor .... Tahun ...... TENUAIIE .ccvvcccccrencocccisccanosssssossssnssnsssonscsssssssasasnannnnssas

Yang terjadi pada hari ...... tanggal ....... Bulan ........ Tahun ...... s | S

----- Setelah pemeriksaan selesai dilaksanakan, yang bersangkutan menolak untuk

menandatangani Berita Acara pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah dengan alasan
berikut ©

T cnmessmensnmammmsnmnmmmn e e s 85 45 R S T R S S A S R S S S NS A AR SR SR S e
Die  msesesenmannnsiensesbes e e S R S N A S A e S S S S B SRR R S S SR YRS R R R S
B vy oo s S s s s e S T S S SR e e o A o e
----- Demikianlah Berita Acara Menolak Tanda Tangan ini dibuat dengan sebenarnya atas
kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di .
pada hari dan tanggal tersebut di atas tahun 20.......... ... —==—---——-—-----mmmmmmmm oo
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

Saksi-Saksi
1. Nama S Tt

Pekerjaan - S R

Alamat T seenmmsesersiseN e SRR

Tanda tangaf, @ cacussaaerssisaseanaassses
2. Nama B e e e S S

Pekerajaan 5 s e

Alamat = SRS

Tanda tangan @  ..oceciiiiiiiiiiiiiiiiieaea..
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34. FORMAT SURAT PANGGILAN MENGIKUTI SIDANG

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT PANGGILAN
NOMOL & coeiiiiiiiiececcneceeananas

Pertimbangan : Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan tersangka dalam tindak pidana
pelanggaran Peraturan Daerah di Pengadilan Negeri...........................
yang tidak hadir pada hari dan tanggal pemeriksaan pertama, maka
tersangka tersebut perlu dipanggil kembali.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (2), pasal 112 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 205

ayat (2) KUHAP;

2. Pasal..... Peraturan Daerah ......c.ccicecisvisacivssvsarassinsancs Nomor
..... Tahun...... tentang

3. Laporan Kejadian Nomor ........ tanggal oesisassis

4. BAPPPD Nomor ................. tanggal .......ooooeeiiiaa.

MEMANGGIL

Nama i S i
Tanggal T ShEee AR RN S e e e
Jenis Kelamin R R~ 0 - R %
Kewarganegaraan T e e R

Agama I eececcmscssessesssasseverensannmmnnnoasssets
Pekerjaan LRI~ .~ e
Alamat Tinggal R A SR S SR

Untuk : Hadir di Pengadilan Negeri ........cccccciiiiiiiiiiiinnn... ; Pada Bafi e
tangEal  .ooceeeses bulan ..cecoessss tahun .......... Pukul...... untuk
didengar keterangan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana
.................................. berdasarkan BAPPPD Nomor ............ tanggal

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Tembusan :
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35. FORMAT SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN/PENGADUAN

NOHIOT iossiossmmtedis s s s in i s s s e i s v v
----- Pada hariini, ............. tanggal .............bulan ........... tahun 20.... Pukul ...........
Saya O S S Pangkat/Golongan
WNIP o susssssamussianevenies , Jabatan selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari kantor tersebut

diatas telah menerima Laporan / Pengaduan dari seorang laki-laki / perempuan dengan
identitas :

Nama B e A i AR A R R R R SRR OO A AR SR
Tempat/Tgl.Lahir T asmeanseesemsensebniesssSisen i T T Y T S S SRR R
Jenis Kelamin S e e e e S S R S R S A AR S R S e e S S SR e S e
Kewarganegaraan T e e e R R AR S S e s e S S e e s e e S B SRR
Agama T cemsessassssssssssesssecerensssenesarrssaesstsnnnanehnanananansatiasasissesasisiasnarsnnds
Pekerjaan B i e s e e e R e R e e e S R SR R S R S e R R SRR
Alamat B e e R S SR S A e S S SN S e e e e e V Hmmi

yang melaporkan tentang peristiwa yang diduga pidana berupa : ---------------=---------
.................................................................................................... sebagaimana
dimaksud pada Pasal ...... Peratiitan Daerah . cossssssssasassnnwarss

Nomor ..... Tahun s RBERVCRTERE e o oot o e 685585 18 v ol e i i mimimi

vang telah terjadi pada hari ............ tanggal ..... =51 7: Fo e— tahun ....... Pukul .cooucenms .
(. & R yvang diduga dilakukan oleh ... -

Pelapor, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,




36.

=160 =

FORMAT DAFTAR ISI BERKAS PERKARA

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

DAFTAR ISI BERKAS PERKARA
NOMOR BAPEPD : ....ccccmcmnmnesrmesnmsersvosssssns

No. MACAM SURAT BANYAK LEMBAR

KETERANGAN

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
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37. FORMAT DAFTAR ISI BERKAS PERKARA

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

DAFTAR SAKSI

NOMOR: BAPPPD : .cossssmsissiscvsnss ssusssoss
NO. NAMA ALAMAT PEKERJAAN AGAMA
1.
2.
3,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

|, | NIP. -.iicissiovass
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38. FORMAT DAFTAR TERSANGKA

KOP DAERAH

PRO JUSTITIA

DAFTAR TERSANGKA
NOMOR BAPPPD : ..oiiiiiiiiiiieiieeeeeceeneees

NO. NAMA ALAMAT PEKERJAAN AGAMA

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
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39. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENYELIDIKAN

KOP DAERAH

Nama R T T
RlamBKEEE § cacossesamsmessmms svemmes
Lampiran T e se e min e ma e
Perihal : Permintaan bantuan Kepada
Back UP Penyelidikan Yth. Kepala Kepolisian .......................
di_
I smsmnsnnisvivasens
1. Dasar
a. Laporan kejadian Nomor ......... Tang@al .o aissas
b. Surat Perintah Tugas Nomor ............ Tanggal ..ccccoeininenannn...
C. Surat Perintah Penyidikan Nomor ............... Tanggal .sccasasssssssess
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, disampaikan bahwa PPNS Satuan
Polisi Pamong Prajai::.asssasseissqeissss g SR SR R v akan melakukan penyelidikan

terhadap Tersangka / Saksi atas nama :

Nama I P o R T T Pt
Tempat/Tgl.Lahir T e R e R S S S PR R S R S SR e e T S e
Jenis Kelamin B e R B i s e S ke e Bl i i e SR A S B S A S
Kewarganegaraan I sserssemsvesasssmesmrnesSessertdeSitas i din s S SR S e
Agama B saereeee e e e S e A e SRS S SRR R S SR S
Pekerjaan B e A R o T
Alamat T s e A NS AR SR RN e B R AR R EA A e AR AR R R

yvang diduga berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan atau

mengetahui tindak pidana di bidang ...
sebagaimana dimaksud dalam Pasal .......... Peraturan Daerah ...........................
NOIOE uass Tahun ..... ENIENE oo teesirsasne

3. Untuk kepentingan penyidikan tersebut dimohon kepada Ka untuk dapat memberikan
bantuan penyelidikan dalam pengungkapan kasus yang ditangani.

4. Demikian untuk menjadi maklum

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
Tembusan
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40. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PEMERIKSAAN IDENTIFIKASI

KOP DAERAH

Nama Vs I R
Klasihkagl' lcosuesmsssmansmensmmensmess
Lampiran T T
Perihal : Perimintaan bantuan Kepada
Pemeriksaan Identifikasi Yth. Kepala Badan Reserse Kriminal

di_

Up. Kapus. Identifikasi

1. Dengan ini diinformasikan bahwa PPNS Satuan Polisi Pamong Praja sedang melakukan

penyidikan tindak pidana di bidang ........coeeiimiimiiiiiieiieaenaaaaa.

sebagaimana diatur dalam Pasal ...... Peraturan Daerah .....cc.coviiiiiinvnnnnnn...

Nomor ..... Tahun ... EEINEETAUR ovosmuursvammenpsee s ans s ose e swevis i i s e s

AtAS NATNA EETSANERA i iisssmisamsviriaisevsvessa stk sasesss o dengan barang bukti sebagai
berikut :

a. Sidik Jari laten atau Foto atau Tanda Tangan
B snesssnmsiansisii e s e e S e RS S s e R R S s e s s

vang selanjutnya diperlukan pemeriksaan identifikasi guna menentukan identitas
geseorang atatl cwusscsscisisaviasavevsaies (uraian tujuan permintaan pemeriksaan Ident).

2. Sehubungan dengan hal tersebut dilampirkan :

a. Bukti pembanding antara lain :

b. Kelengkapan administrasi penyidikan antara lain :
1) Laporan Kejadian
2) Laporan Kemajuan Penyidikan

3) Berita Acara Penemuan, Penyitaan, Penyisihan, Pembugkusan, PenyegalanBarang
Bukti;

4) Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka

3. Demikian, atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terimakasih danmegharap
kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

NI conssinsmanisnswag s siasmis NIE:cosssnsainmnEsaniemnikans
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41. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PEMERIKSAAN
LABORATORIUM

KOP DAERAH

Nama T seussssssasiesdse e
Klasifikasi : ...
Lampiran S g R N R =ty
Perihal : Perimintaan bantuan Kepada
Pemeriksaan Laboratorium Yth. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri
di_
Up. Kapus. Labfor
1. Dengan ini diinformasikan bahwa PPNS Satuan Polisi Pamong Praja sedang melakukan
penyidikan tindak pidana di bidang ........ccceuiriiiiirimiirieeieacncecncnnn-
sebagaimana diatur dalam Pasal ....... Peraturan Daerab .. c.....oiomeiiaines
Nomor ....... Tahun .coess b ) a koY g { - SRR —
atasNama tErSaMBRA .. civsviincumnes s vesn s s a s Sues s sae e dengan barang bukti sebagai
berikut :
a. Sidik Jari laten atau Foto atau Tanda Tangan
B oo o S R S A S R G S G B S G e 0 S S i
yvang selanjutnya diperlukan pemeriksaan identifikasi guna menentukan identitas seseorang
ALAW coivitiiie e eaeaaas (Uraian tujuan permohonan pemeriksaan Labfor).
2. Sehubungan dengan hal tersebut dilampirkan :

a. Bukti pembanding antara lain :

b. Kelengkapan administrasi penyidikan antara lain :

1) Laporan Kejadian

2) Laporan Kemajuan Penyidikan

3) Berita Acara Penemuan, Penyitaan, Penyisihan, Pembugkusan, Penyegalan Barang
Bukti;

4) Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Tersangka

C. Demikian, atas kerjasama dan bantuannya kami ucapkan terimakasih danmegharap
kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,
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42. FORMAT SURAT PERMINTAAN BANTUAN PENANGKAPAN

KOP DAERAH

Nama { s R A
Klasifikasi : - coocsmsssisamesesss
Lampiran P A
Perihal :  Perimintaan bantuan Kepada
Penangkapan Yth. Kepala Kepolisian Resort ................
di_
WUP:: cossmavsssssmsempemmsssiras s

a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan
Pasal 107 ayat (1) KUHAP;

b. Pasal ........ Peraturan Daerah .....c..ccccceeceenacnn.. Nomor ...... Tahuh e
TERTARNEE cusnes s saes oiess iy e s s S S e e S e Ve Sy s S R ST e S e S s
C. Laporan Kejadian Nomor ........... Tanggal ....cooiiiiiiiiiiiiinnnn..

2. Sehubungan dengan dasar dan perihal tesebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Ka
bahwa untuk kepentingan pemeriksaan diperlukan tindakan hukum berupa penangkapan
terhadap Tersangka atas nama :

Nama S assssssssesasiesssare e s SR A S e G a R s S e s e B SR S E R SR SRS R RS E SR
Tempat/Tgl.Lahir -< S U
Jenis Kelamin 2 e R R R R S R S U A A S S R S s e
Kewarganegaraan T s e R R A P R S R S R S S e S S S e S S
Agama Bl meommompmmcmnim i, e e A R R SRR S ST A R R
Pekerjaan B iR RS L R R L S S S e R R e e
Alamat § s S e e e A S R e S e R e S AR R S R TR

Yang diduga keras berdasarkan bukti permulaan yang cukup telah melakukan tindak

pidana. di bidang ccsisvssusvesssnimissse v Sssrasserariiieais sebagaimana dimaksud dalam
pasal ......... Peraturan Daerah ........ccoiiiiiiiiiiiiiiinan.. Nomor ..... Tahun .........
TENTAaNE | dieiiaisssvie il srpal civis ssamsssns s silsusaie

3. Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan :
a. Surat Perintah Penyidikan
b. Laporan Kejadian

4. Demikian untuk menjadi menjadi maklum dan mengharap kabar hasilnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Penyidik Pegawai Negeri Sipil,

Tembusan disampaikan kepada Yth:



42. FORMAT BUKU REGISTER

PRO JUSTITIA

- G =

FORMAT BUKU REGISTER

1). FORMAT REGISTER LAPORAN KEJADIAN (B-1)

LAPORAN PELAPOR
KEJADIAN
UrRAlaN | PASAL
SINGKaT | YG DI |TERSANGK| L ...
No| N | TANGGA | NAM | LK/P| UMU | ALAMA LANGGA A
-y L A R R +  [KEJADIAN s
1,
K
1 | 2a 2b 3a 3b 3c 3d 4 5 6 7
2). FORMAT REGISTER PELANGGARAN (B-2)
PUTUSAN HAKIM vt
GAR
BERKAS PERKARA Sg AR s | we
R UNDANG- | UK | T
R UNDANG | DAF
TGL& | TGL | oo HUKU TAR
T |N NO & NO rG | NO- | MAN | HUK | DILEPA | 0 o | o | RES
G |o. | DIKRM | DIKR BAR | PUT | BADA | UM | S DARI A | @ | D
L KPD M T USA N AN | SEGAL T | 5| VIS
KESAT | KPD pi N APA, | DEN A N %
UA KESA | ) (VO | BERA | DA | TUNTUT a
KEPOL | TUA | o NIS) PA Rp. AN/B
ISIAN | KEJA LAMA EBAS
KSAA
9a | 9b 9 9 1 i1 | 11b Tic 11d 11 12a | 12b| 13 | 14
c d 0 a @
3). FORMAT REGISTER PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (B-3)
URAIAN SINGKAT NOMOR LAPORAN KEJADIAN
NO. TINDAK PIDANA DASAR
URU |TGL| DAN PASAL PENYIDIKA
T PIDANAYG SPD | sPp | IDENTITA| PONASE % KETERANGA
N
DIPE}[Q{%J?QNGKA P P STSK | LUKUM
T 2 3 3a b 7 3 5 6
c d
4). FORMAT REGISTER PEMANGGILAN/PERINTAH MEMBAWA (B-4)
NAMA,
DASAR ALAMAT
NO PAgSf“‘ TGL DAN PE;;RJ SEBAGAI
. TANGG JAM SAKSI / KETERANGA
URU| AL PERINTA | MENGHA S2AN | TERsan | PPNS 5
T L DAP e GKA
A DIPANGG
IL
1 2 3 4 5 6 7 8
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5) FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN (B-5)
NO & TANGGAL DASAR
PENGGELEDAHAN
NAMA
SRT &
NO PERMINT, SURAT PETUGAS TEMP PENp?éTmN
: TANGGA |AANIZIN| PERINTAH YG AT/ N 1ZIN KET.
UR L PENGGE |PENGGELED| MELAKSAN ALAM O. | PENGGELED
uT LE- AHAN Akan AT YG | LK ALIAN
DAHAN DIGEL
EDAH
1 2 3a A 4 5 6a 6b 7
6) FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENYITAAN (B-6)
ASAR
NO & TANGGAL
NAMA P AAN
SRT SURA | SUR &
NO. PERMINTA T AT PETUGA TEMP NO. SRT
URU | TANGG AN IZIN / PERI TAN S YG AT/ PENETAP | KE
T AL IZIN NTAH DA | MELAKS ALAM NO. | AN IZIN T
KHUSUS PENYI | PEN | ANAKAN AT LK | PENYITAA
PENYITAA Xﬁ ERIM PENYI N
N AAN TAAN
1 2 3a 3b 2 4 5 6a & 7

7) FORMAT REGISTER SURAT PERINTAH PENYIDIKAN DAN SURATPERINTAH TUGAS (B-7)

NOMOR & TANGGAL
NO
- SRT SRT NAMA, PANGKAT, & LAMA
URUT | PERINTAH | PERINTAH NRP KEPERLUAN| poorygas | KETERANGAN
PENYIDIKAN | TUGAS
i Ta 2b 3 3 5 6
8) FORMAT REGISTER BERKAS PERKARA (B-8)
NAMA,

TGL.LAHIR/UMUR,

TANGGAL NO. & TGL URAIAN SINGKAT PEKERJAAN, ALAMAT
NO. BERKAS . PERISTIWA
LAPORAN
KORBAN
URUT | PERKARA | KEJADIAN bl /SAKS! |[TERSANGKA PPNS
1 2 3 E! S 6 i
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9) FORMAT REGISTER PENERIMAAN DAN EKSPEDISI BERKAS PERKARA(B-9)

NO. & TGL
NO. & | URAIAN PENERIMAAN TF%EA';%MQ
TGL TGLBP | SINGKAT BP DR . PARIEAN
NO. | PENERIMA | NO. & (PERISTIW PENYIDIK g
URUT | ANBERKAS | TGL SRT | A DAN TERSANGK | oo POLRI NETANST | T
PERKARA | PENYITA |PASAL YG A KE iy
ANDARI DILANGGA KESAKSAA | foopumas
PPNS R N
NG
1 2 3 3 5 6 7 8 9
5)  FORMAT REGISTER BARANG BUKTI (B-10)
NO. PENERIMAAN PENITIPAN/PENYIMPANAN PENGIRIMAAN KE
URUT JENIS & NO. & TGL NAMA NAMA TGL YG DSR YG KEPA YG oL T
JLH SRT TANDA |TERSANG PEMILIK MENERI PENITIPAN/ MENITIP DA MENITIPK TGL EH
BARANG PENERIMA KA MA PENYIMPAN KAN SIAPA AN SIA
BUKTI AN AN PA
1 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 3d 4a 4b 4c 4d 5
6) FORMAT REGISTER BARANG TEMUAN (B-11)
DISERAHKAN
MACA | PETUGA TEMPAT | KEMBALI KPD KET
NO | NO TGL / DISERAH M & S YG PEMYIMPN SIAPA
. . JAM / KANKE JLH MENERII | AN BERASARKAN
URU| & TEMPAT | SIAPA BARA MA TGL BERITA
T TGL| DITEMUK NG ACARA
LK AN TEMU PENYERAHAN
BARANG AN KEMBALI
BARANG
BUKTI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
7) FORMAT REGISTER PERMINTAAN/IZIN PEMERIKSAAN (B-12)
NO. | NO.& TGL IDENTITAS URAIAN SINGKAT PERMINTAAN
SURAT TERSANGKA /
URUT | oo RMINTAAN SAKSI 1 EEATRAN No. |TGL.surar| KET
| 2 3 3 Sa 5b 6
8) FORMAT REGISTER PEMBERITAHUAN HASIL PERKEMBANGAN
PENYIDIKAN (B-13)
NO: B TEsE IDENTITAS NO. & URAIAN SINGKAT
ki Saet) KORBAN | TANGGAL KEJADIAN KETERANGAN
URUT | PEMBERITAHUAN
3 3 5 7

1

2
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43. LABEL BARANG BUKTI

LABEL BARANG BUKTI

LABEL BARANG BUKTI

PEMERINTAH ...
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Register Barang Bukti No T eSS e a8 e Y i i i
LK Nomor T sewsessmrernemsmmbecsststEesatiia it At CR TS
BAPPPD Nomor R e S N S A SRR R S S
Jenis Barang Bukti S s s e S R A S S AR
Berat dan atau jumlah = .
Ciri-ciri/sifat khas I P
Tempat&tanggal penyitaan :

Disita dari T ennrmsre e e N e
Tempat,tanggal lahir T sesssssnsdsiaisiirssTien TR
Pekerjaan S N S S S R RS
Alamat T e R R R R R R R
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43. FORMAT CAP/STEMPEL LAK

CAP/STEMPEL LAK

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara

Kepalﬁgt F[ukum
= —"

MUHAMMAD GOZALI S.E., M.H
NIP 197001032001121003
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SALINAN

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

MODEL PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. PAKAIAN DINAS PPNS PRIA

¢ / -
7“ Keterangan:
3
X . Papan Nama;
& 2. Lencana Kewenangan
PPNS;

3. Badge Pemerintah
Daerah; dan

4. Lambang Insansi.

p—t

Keterangan:

1. Papan Nama; dan

2. Lencana Kewenangan
PPNS.
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2. PAKAIAN DINAS PPNS WANITA

3
Keterangan:
. Papan Nama;

2. Lencana Kewenangan
PPNS;

3. Badge Pemerintah
Daerah; dan

4. Lambang Insansi.

7, WY Keterangan:
/\/f\ . 1. Papan Nama; dan
/] [\ |

Y

\ 2. Lencana Kewenangan PPNS
I

!

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Salinan sesuai dengan aslinya

NIP 197001032001121003



